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Berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar 
Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual membawa perubahan besar dalam 
sistem pelaporan keuangan pemerintahan khususnya pada Sekretariat Kabupaten 
Luwu. Perubahan tersebut diharapkan mampu memberikan gambaran yang 
bermanfaat atas laporan keuangan, menyajikan informasi yang sebenarnya mengenai 
hak dan kewajiban dalam menyajikan laporan keuangan pemerintah. Political 
willngness merupakan istilah dari kemauan politik dimana kemauan politik ini 
berkaitan dengan tindakan politik. Political willingness adalah adanya kemauan 
politik dari pemerintah atau pimpinan sebagai pengambilan dan penentu sebuah 
kebijakan. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pencapaian praktik political 
willingness dalam penerapan akuntansi berbasis akrual. Penelitian ini dilakukan pada 
Sekretariat Daerah Kabupaten Luwu. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif 
berdasarkan paradigma interpretif. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara 
langsung kepada informan. Metode analisis data menggunakan analisis interpretif 
dengan pengujian keabsahan data berdasarkan triangulasi data dan triangulasi teori. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pihak Sekretariat Daerah pada bagian 
keuangan Kabupaten Luwu telah menerapkan akuntansi berbasis akrual sesuai 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi 
Pemerintahan berbasis akrual. Praktik political willingness mempunyai  dampak 
positif dan peran yang penting dalam penyusunan dan pelaporan keuangan 
pemerintah, serta merupakan konsep terpenting dalam penerapan akuntansi berbasis 
akrual. Pencapaian political willingness dalam penerapan akuntansi berbasis akrual 
pada Sekretariat daerah Kabupaten Luwu diukur melalui inisiatif, prioritas, 
mobilisasi dukungan politik, penegak hukum, dan keberlanjutan usaha sehingga 
menghasilkan laporan keuangan yang transparan dan akuntabel. Penelitian ini 
diharapkan mampu menjadi bahan acuan bagi para pelaku penerapan akuntansi 
berbasis akrual agar penerapannya sesuai dengan hukum dan ketetapan yang ada dan 
dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam peningkatan penerapan akuntansi 
berbasis akrual yang berlaku saat ini. 
 
 






A. Latar Belakang 
Dewasa ini, pencatatan merupakan hal yang sangat penting, karena dengan 
adanya pencatatan semua yang diterima atau yang dikeluarkan akan nampak dengan 
trasparan, pencatatan dilakukan oleh berbagai pihak baik individu, organisasi, bahkan 
sektor publik seperti bagian pemerintahan. Dalam beberapa tahun terakhir, 
pemerintah dan badan pengatur di seluruh dunia telah melakukan langkah-langkah 
untuk memastikan, memperbaiki sistem pencatatan yang dimodelkan sesuai dengan 
praktik dan standar akuntansi yang dapat diterima. Mengikuti perkembangan 
akuntansi tersebut, maka secara otomatis standar sebagai dasar aktualisasi penerapan 
praktik akuntansi juga akan terus mengalami perkembangan. Seperti yang diketahui 
bahwa akuntansi beserta standar keuangannya merupakan alat yang digunakan 
manajemen dengan bantuan akuntan untuk menyajikan laporan keuangan. Akuntansi 
merupakan proses mengenali, mengukur, dan mengomunikasikan informasi ekonomi 
untuk memperoleh perkembangan dan keputusan yang tepat oleh pemakai informasi 
yang bersangkutan (Nordiawan dkk., 2012). Secara luas akuntansi juga dikenal 
sebagai “bahasa bisnis” (Sugeng, 2016). Akuntansi digunakan sebagai informan 
keuangan suatu perusahaan. Akuntansi sebenarnya adalah fenomena sehari-hari, 
masyarakat membutuhkan akuntansi sebagai bentuk pertanggung jawaban. 
Perkembangan kebutuhan masyarakat kemudian membawa perkembangan akuntansi 





Akuntansi sektor publik merupakan mekanisme teknik dan analisis akuntansi 
yang diterapkan pada pengelolaan dana masyarakat di lembaga-lembaga tinggi 
negara dan departemen-departemen di bawahnya, pemerintah daerah, BUMN, 
BUMD, LSM, dan yayasan sosial, maupun pada proyek-proyek kerja sama sektor 
publik serta swasta (Bastian, 2010). Organisasi sektor publik mempunyai banyak 
aspek dimana salah satunya adalah keuangan publik. Pengelolaan keuangan publik 
telah terbukti memiliki peranan kunci dalam mempertahankan keberlangsungan 
organisasi sektor publik. Adanya pengelolaan keuangan yang baik serta laporan 
keuangan yang berkualitas, dapat menjamin kelangsungan usaha perusahaan 
(Sirajudin dan Farida, 2012).  
Pengelolaan keuangan negara merupakan persoalan yang perlu mendapat 
perhatian lebih, karena sangat berkaitan erat dengan kemakmuran bangsa Indonesia 
(Wahyuni dan Adam, 2015). Hal ini sesuai dengan UUD 1945 Pasal 23 ayat (1) yang 
menyebutkan bahwa “Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagai 
wujud pengelolaan keuangan yang ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang 
dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya 
kemakmuran rakyat”. Tentunya proses dalam menjalankan APBN ini tidak lepas dari 
sistem pencatatan keuangan yang baik, yakni dengan memiliki standar akuntansi 
yang akuntabel dan transparan. Namun, anggapan yang selama ini beredar di 
masyarakat tidak menggambarkan tentang sebuah pengelolaan keuangan yang baik, 
mereka menganggap bahwa organisasi sektor publik merupakan organisasi yang 
tidak produktif, tidak efisien, selalu rugi, rendah kualitas, kurang inovasi dan 





Wahyuni dan Adam, 2015). Hal ini menjadi sebuah intropeksi diri bagi pemerintah 
bahwa ternyata belum mampu untuk memenuhi kepuasan masyarakat. Intropeksi 
inilah yang memunculkan sebuah reformasi baru di bidang management sektor publik 
yakni New Public Management (NPM). New Publik Management (NPM) memiliki 
konsep yaitu pemerintah fokus pada efisiensi, yang menghasilkan lebih banyak 
kegiatan dengan biaya minimal kemudian dilaporkan secara akuntabel dari segi 
sumber daya manusia maupun sumber daya lain yang digunakan, sehingga nantinya 
akuntansi akan memiliki peran yang cukup penting dalam perkembangan New Public 
Management (NPM) sebagai pengukuran kinerja (Bunea dan Cosmina, 2008 dalam 
Wahyuni dan Adam, 2015). 
Pemerintah mengeluarkan peraturan baru pada tahun 2010 yaitu Peraturan 
Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan 
yang mengatur tentang penggunaan penerapan akuntansi berbasis akrual dalam 
pengelolaan dan pelaporan keuangan pemerintah, untuk menggantikan Peraturan 
Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2005. Basis akrual merupakan basis akuntansi 
yang mengakui pengaruh suatu transaksi pada saat terjadinya, tanpa memperhatikan 
saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan (Kawedar dkk, 2008). Indonesia 
mulai menerapkan penuh basis akrual pada tahun 2015 dimana sebelumnya 
menggunakan cash toward accrual dalam sistem akuntansinya. Penerapan akuntansi  
akrual dibantu dengan “tools” atau aplikasi bernama SAIBA (Sistem Akuntansi 
Instansi Berbasis Akrual) yang masih dalam proses penyempurnaan karena aplikasi 
SAIBA menjadi jembatan antara cash toward accrual to full accrual basic. 





yang bisa mengakomodir penerapan akuntansi akrual secara penuh. Aplikasi ini 
disebut SAKTI (Sistem Akuntansi Keuangan Tingkat Instansi) yang merupakan 
sebuah “mega proyek” yang telah dirancang dan dipersiapkan pemerintah dalam 
kurun waktu kurang lebih 10 (sepuluh) tahun. Pemerintah telah berupaya semaksimal 
mungkin dalam mempersiapkan penerapan akuntansi akrual dalam hal peraturan 
perundangan dan alat “tools” yang digunakan. Hal ini membuktikan perencanaan 
penerapan akuntansi berbasis akrual telah didesain secara matang oleh pemerintah. 
Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) berbasis akrual ini diadopsi dari keberhasilan 
pemerintah negara-negara maju untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi 
keuangan pemerintah, seperti Selandia Baru, Australia, Amerika Serikat, Inggris, dan 
Swedia, serta menjadi kesatuan reformasi dalam bidang pengelolaan keuangan 
pemerintah. 
Studi sebelumnya oleh Plummer dkk (2007), dengan menggunakan sampel 
sebanyak 530 distrik sekolah di Texas, menemukan bukti bahwa informasi berbasis 
akrual tidak lebih informatif dibandingkan informasi yang disajikan dengan 
menggunakan basis akrual-modifikasian. Studi lain oleh Vinnari dan Nas (2008) 
menunjukan adanya potensi manajemen laba pada instansi pemerintahan ketika 
pelaporannya menggunakan basis akrual. Menurut hemat penulis, penerapan 
akuntansi berbasis akrual memang masih sulit untuk dipahami namun dalam 
penerapannya dibutuhkan pelatihan khusus dan kebijakan dari pimpinan yang baik 
sehingga dalam penerapannya dapat menghasilkan laporan keuangan yang lebih 
dipercaya, lebih akurat, komprehensif, dan relevan untuk pengambilan keputusan 





 Politik memiliki tempat tersendiri dalam pemerintahan sehingga political 
willingness sangatlah berguna karena dengan adanya poliitical willingness 
pengelolahan keuangan pemerintah lebih akuntabel, transparan, dan dapat melihat 
pengelolahan keuangan mulai dari pengelolahan perencanaan, monitoring, dan 
evaluasi (Mediaputra, 2015). Political willngness merupakan istilah dari kemauan 
politik. Setiap kemauan politik pasti berkaitan dengan tindakan politik. Kemauan 
politik merupakan kumpulan aspirasi yang dikemas dan dirajut melalui mekanisme 
tertentu, sehingga membentuk sebuah kebijakan (Zamrul, 2010). Political willingnes 
atau kemauan politik merupakan pertanggungjawaban dalam tindakan-tindakan 
politik nyata di lapangan. Political willngness yang berlaku dalam ranah akuntansi 
adalah pencatatan keuangan yang terjadi yang melibatkan politik dalam sektor publik 
sehingga dalam penerapan akuntansi berbasis akrual, pengelolaan keuangan dapat 
transparan terhadap semua pihak yang berkepentingan. 
Kebijakan akuntansi sebenarnya diputuskan melalui suatu konsensus, 
sehingga proses pembuatannya dianggap bersifat politik. Gerboth (1973) 
menyatakan, suatu politisasi pembuatan peraturan akuntansi tidak dapat dielakkan 
dan hal ini merupakan suatu keharusan. Selanjutnya, Gerboth menyatakan jika suatu 
keputusan kebijakan akuntansi keberhasilannya tergantung pada keberterimaan oleh 
masyarakat, maka masalah-masalah penting yang timbul tidak bersifat teknis 
melainkan politis. Hal senada juga dikemukakan oleh Horngren (1973) bahwa 
standar akuntansi merupakan hasil tindakan politik dan sosial yang akan 
mempengaruhi masyarakat. Tetapi Solomons (1978) menyatakan perlu suatu kehati-





dalam ranah akuntansi. Jika faktor politik dikedepankan, kredibilitas akuntansi benar-
benar dipertaruhkan. Jika badan-badan penyusun standar sering melakukan 
kesalahan, maka kepercayaan masyarakat dan kalangan bisnis akan hilang. Hal ini 
juga senada dengan penelitian Kumorotomo (2006) dalam Tarigan (2013) yang 
mengatakn tidak ada jaminan bahwa adanya perbaikan sistem atau peraturan akan 
menunjang akuntabilitas para pejabat jika pola perilaku para politikus daerah dan 
birokrat masih tetap dipengaruhi oleh nilai-nilai lama yang kurang mengutamakan 
kepentingan publik, tetapi selalu tunduk pada pimpinan politis.  
Menurut Nordiawan dkk (2012) perlu mempertimbangkan ciri-ciri penting 
lingkungan pemerintah dalam menetapkan tujuan akuntansi dan pelaporan keuangan 
salah satunya adalah berlangsungnya proses politik. Jadi, dalam sektor publik 
berlangsungnya proses politik dalam menyelaraskan berbagai kepentingan yang ada 
di masyarakat, politik memegang peran yang amat signifikan terutama dalam 
menentukan arah dan kebijakan yang diambil oleh sektor publik.  
Topik mengenai penerapan akuntansi berbasis akrual pada sektor publik 
menarik untuk diteliti karena menurut peneliti konsep ini masih tergolong sedikit. 
Basis akrual merupakan salah satu isu yang harus dihadapi oleh Komite Standar 
Akuntansi Pemerintah Indonesia mengingat dengan dikeluarkan Peratutran 
Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 yang mengharuskan pada tahun 2015 pada 
sektor publik terutama di instansi pemerintah sudah harus melakukan adopsi basis 
akrual secara keseluruhan. Akuntansi akrual pada organisasi swasta ditujukan untuk 





informasi pendapatan dan beban secara akurat sementara, organisasi sektor publik 
tidak untuk mencari laba (Najati dkk, 2016). 
Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bermaksud mengetahui 
penerapan akuntansi berbasis akrual pada sektor publik dan terdapat beberapa 
perbedaan pendapat diantara para peneliti mengenai kesiapan dan kesuksesan 
penerapan akuntansi berbasis akrual maka penulis ingin menegaskan apa yang 
menjadi kesiapan dan kesuksesan penerapan akuntansi berbasis akrual, sehingga 
peneliti memilih judul “Praktik Political Willingness dalam Penerapan Akuntansi 
Berbasis Akrual pada Sektor Publik” (Studi pada Sekretariat Daerah Kabupaten 
Luwu). 
B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 
Adapun fokus penelitian ini adalah praktik political willingness dalam 
penerapan akuntansi berbasis akrual pada sektor publik. Karena pada saat ini 
penerapan akuntansi berbasis akrual masih menjadi kontroversi mengenai alasan 
diterapkannya akuntansi berbasis akrual pada sektor publik dan bagaimana 
pencapaian praktik political willingness dalam penerapan akuntansi berbasis akrual 
pada sektor publik . 
Objek dalam penelitian ini adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Luwu. 
Dipilihnya objek penelitian karena merupakan salah satu instansi pemerintahan yang 
juga menerapkan standar akuntansi berbasis akrual. Penelitian ini dilakukan dengan 
melakukan observasi dan wawancara kepada informan secara mendalam yang 





political willingness dalam penerapan akuntansi berbasis akrual dan bagaimana 
pencapaian praktik political willingness dalam penerapan akuntansi berbasis akrual. 
C. Rumusan Masalah 
Penulis tertarik mengkaji dari latar belakang diatas, mengenai penerapan 
akuntansi berbasis akrual yang ditinjau berdasarkan praktik political willingness dan 
pencapaian praktik political willingness dalam penerapan basis akrual pada sektor 
publik yang tujuan akhirnya adalah meningkatkan tansparansi dan akuntabilitas  serta 
menciptakan laporan keuangan pemerintah yang baik sehingga dari hal tersebut dapat 
dirumuskan dalam beberapa rumusan masalah: 
1. Bagaimana praktik political willingness dalam penerapan akuntansi berbasis 
akrual pada Sekretariat Daerah Kabupaten Luwu? 
2. Bagaimana pencapaian praktik political willingness dalam penerapan akuntansi 
berbasis akrual pada Sekretariat Daerah Kabupaten Luwu? 
D. Penelitian Terdahulu 
Dasar atau acuan yang berupa temuan-temuan melalui hasil berbagai 
penelitian sebelumnya merupakan hal yang sangat perlu dan dapat dijadikan sebagai 
data pendukung. Salah satu data pendukung yang menurut peneliti perlu dijadikan 
bagian tersendiri adalah penelitian terdahulu yang relevan dengan permasalahan yang 
sedang dibahas dalam penelitian ini. Dalam hal ini, fokus penelitian terdahulu yang 








Tabel 1.1  
Penelitian Terdahulu 
 
No Nama Peneliti Judul Penelitian Hasil Penelitian 
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Basis of Accounting. 
Hasil penelitian menunjukkan 
bahwa Public Sector Financial 
Management  (PSFM) 
diperkenalkan kepada sektor 
publik untuk memperbaiki 
kejujuran, transparansi, 
akuntabilitas, dan tata 
pemerintah yang baik. Namun 
implementasi sistem akuntansi 
berbasis akrual tertunda 
disebabkan karena kurangnya 
komitmen pemerintah untuk 
pelaksanaannya sehingga 
untuk mengganti basis kas 
dengan basis akrual 
tergantung pada political will 








2 3 4 
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Friska Langelo, 












pada Pemerintah Kota 
Bitung. 
Hasil penelitian menunjukkan 
bahwa pemerintah Kota 
Bitung belum menerapkan PP 
No. 71 Tahun 2010 tetapi 
telah sesuai dengan PP No. 24 
Tahun 2005 yaitu 
menggunakan basis kas 
menuju akrual, terdapat 
kendala dalam kesiapan 
berupa jumlah sumber daya 
manusia pelaksana secara 
kuantitas masih belum cukup 
disetiap Satuan Kerja 
Perangkat Daerah (SKPD) dan 
kesiapan perangkat 
pendukung yang belum teruji. 
Diperlukan adanya 
peningkatan kualitas dan 
jumlah Sumber Daya Manusia 
(SDM) yang berlatar belakang 
pendidikan akuntansi yang 
sesuai dan pengadaan 
sosialisasi serta bimbingan 
teknik sehingga dapat  
menghasilkan laporan 
























Hasil penelitian menunjukkan 
bahwa implementasi akuntansi 
berbasis akrual mempunyai 
implikasi terhadap kualitas 
Laporan Keuangan 
Kementrian/Lembaga. Hal ini 
disebabkan karena dengan 
basis akrual, informasi yang 
dihasilkan lebih komprehensif 
dan sesuai dengan kondisi 
yang sebenarnya, sehingga 





Semakin baik implementasi 
akuntansi berbasis akrual, 
maka semakin meningkatkan 





















Hasil penelitian menunjukkan 
bahwa secara umum, kesiapan 
Inspektorat Jenderal 
Kementerian Keuangan dalam 
menerapkan sistem akuntansi 
akrual sudah baik, karena 
didukung dari aspek 
komunikasi, sumber daya, 
komitmen organisasi, dan 
struktur birokrasi. Dengan 
kesiapan yang baik, penerapan 
sistem akuntansi akrual di 
Inspektorat Jenderal 
Kementrian Keuangan sudah 





Penelitian mengenai Penerapan Akuntansi Berbasis Akrual telah beberapa kali 
dilakukan, perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah pada 
penelitian kali ini objek penelitian berfokus pada Sekretariat Daerah Kabupaten 
Luwu. Pada penelitian ini peneliti akan mencoba menerapkan praktik political 
willingness dalam penerapan akuntansi berbasis akrual pada sektor publik. Sedangkan 
persamaannya adalah menekankan pada penerapan akuntansi berbasis akrual. 
E. Tujuan Penelitian 
Berdasarkan uraian dalam rumusan masalah maka yang menjadi tujuan 





1. Untuk mengetahui praktik political willingness dalam penerapan akuntansi 
berbasis akrual pada Sekretariat Daerah Kabupaten Luwu. 
2. Untuk mengetahui pencapaian praktik political willingness dalam penerapan 
akuntansi berbasis akrual pada Sekretariat Daerah Kabupaten Luwu. 
F. Manfaat Penelitian 
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik untuk aspek 
teoretis maupun aspek praktis. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai 
berikut: 
1. Manfaat Teoretis 
Manfaat teoretis dalam aspek tersebut penelitian ini diharapkan dapat 
menyempurnakan Teori PEA (Political Economy of Accounting) yang pertama 
kali dikembangkan oleh Tinker (1980) dalam tulisannya yang berjudul “Towards 
a Political Economy of Accounting: an Empirical Illustrationof the Cambridge 
Controversies”. Menurut pandangan Tinker, pemikiran teori ekonomi politik 
klasik berbeda dengan pemikiran teori ekonomi neoklasik (marjinalis). Sehingga 
teori ekonomi politik klasik lebih tepat dijadikan dasar teori akuntansi (Sokarina, 
2011). 
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pengembangan teori 
dan pengetahuan di bidang akuntansi terutama berkaitan dengan praktik political 
willingness dalam penerapan akuntansi berbasis akrual pada sektor publik. 
2. Manfaat Praktis 
Penelitian ini diharapkan mampu menjadi bahan acuan bagi para pelaku 





sesuai dengan hukum dan ketetapan yang ada. Selain itu, diharapkan agar 
penelitian ini dapat menjadi dasar pengembangan ilmu yang dapat memberikan 
manfaat serta dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam peningkatan 
penerapan akuntansi berbasis akrual yang berlaku saat ini yang tidak hanya 









A. Teori Political Economy of Accounting (PEA) 
Teori Political Economy of Accounting (PEA) ini pertama kali diintodusir 
oleh Tinker (1980) dalam tulisannya yang berjudul “Towards a Political Economy of 
Accounting: an Empirical Illustrationof the Cambridge Controversies”. Menurut 
pandangan Tinker, pemikiran teori ekonomi politik klasik berbeda dengan pemikiran 
teori ekonomi neoklasik (marjinalis). Sehingga teori ekonomi politik klasik lebih 
tepat dijadikan dasar teori akuntansi (Sokarina, 2011). 
Defenisi dari Political Economy of Accounting (PEA)/ Akuntansi Ekonomi 
Politik yaitu Akuntansi Ekonomi Politis (AEP) adalah sebuah pendekatan normatif 
(membuat penilaian eksplisit), deskriptif (menggambarkan dan menginterpretasikan 
praktik akuntansi yang dijalankan), dan kritis (mengenali sifat problematika akuntansi 
dan khususnya konsep kepentingan publik) terhadap penelitian akuntansi. Ia 
memberikan kerangka kerja yang lebih luas dan lebih holistik dalam menganalisis 
dan memahami nilai dari laporan-laporan akuntansi di dalam ekonomi secara 
keseluruhan. Pendekatan Political Economy of Accounting (PEA) mencoba untuk 
menjelaskan dan menerjemahkan peran dari laporan akuntansi dalam pendistribusian 
laba, kekayaan, dan kekuatan dalam masyarakat. Dalam pelaksanaannya, suatu 
pendekatan Political Economy of Accounting (PEA) akan menjadikan struktur 





peran tersebut dan memberikan suatu kerangka kerja untuk memeriksa seperangkat 
institusi, akuntansi, dan laporan akuntansi yang baru. 
Political economy of accounting  tidak seperti akuntansi konvensional dalam 
pengakuan modal, bagi akuntansi ekonomi politik mengakui adanya dua dimensi 
modal: 
1. Sebagai instrumen (fisik) dari produksi. 
2. Sebagai hubungan manusia dengan manusia dalam organisasi sosial. 
Political Economy of Accounting  (PEA) menghasilkan kerangka yang lebih 
luas untuk menganalisa dan memahami nilai laporan. Dalam bidang kesejahteraan 
sosial, memperlihatkan bahwa semua keputusan kebijakan akuntansi, termasuk 
pilihan sistem pengukuran akuntansi yang tepat, harus dibuat menurut kontribusi 
setiap alternatif kepada keseluruhan kesejahteraan sosial. Dalam situasi dimana ada 
konflik seputar target aktivitas sosial. Informasi akuntansi mempunyai sebuah fungsi 
ideologi yang mana ini digunakan untuk melegitimasi aktivitas tertentu atau 
merasionalkan aktivitas sebelumnya. Riset tentang peran ideologi bisa berada dalam 
bentuk investigasi tentang kepentingan mana dalam ekonomi yang perlu dipenuhi dan 
kepentingan mana yang bisa diabaikan oleh sistem pengukuran akuntansi yang 
digunakan dalam laporan instansi. Perspektif ideologi merupakan pertimbangan 
bagaimana laporan akuntansi digunakan dalam situasi yang penuh konflik ekonomi 
dan politis. Sebuah pendekatan terhadap ilmu akuntansi perlu diawali dari anggapan 
bahwa masalah dalam akuntansi juga merupakan masalah didalam dan luar 
masyarakat, sehingga harus dianalisa secara lebih mendalam. Terdapat banyak 





pada hubungan antara kekuatan politik dan ekonomi dalam masyarakat. Dalam 
hubungannya dengan penaksiran nilai dari laporan akuntansi, Political Economy of 
Accounting (PEA) menyatakan bahwa nilai akan muncul sebagaimana nilai tersebut 
terbentuk (dan membentuk) baik dalam arena politik maupun ekonomi. 
Adapun kontribusi teori Political Economy of Accounting  (PEA) dalam 
penelitian ini sebagai dasar acuan atau landasan dalam menjelaskan dan 
menerjemahkan peran dari laporan akuntansi dalam pendistribusian laba, kekayaan, 
dan kekuatan dalam masyarakat akan keterbukaan informasi sehingga memberikan 
informasi yang lebih transparan dan meningkatkan kualitas pengambilan keputusan 
dalam pemerintahan dengan menggunakan informasi yang diperluas serta penuh 
pertanggungjawaban. 
B. Teori Implementasi Kebijakan Publik 
Menurut Daft (2003), implementasi merupakan langkah awal dalam proses 
pengambilan keputusan yang melibatkan penggunaan kemampuan manajerial, 
administrasi, dan persuasif untuk menerjemahkan alternatif yang dipilih kedalam 
tindakan. Kebijakan atau peraturan yang telah direkomendasikan untuk dipilih oleh 
pembuat kebijkan (policy maker) bukanlah jaminan bahwa kebijakan tersebut pasti 
berhasil dalam implementasinya. Ada banyak faktor yang mempengaruhi 
keberhasilan implementasi kebijakan baik yang bersifat individu maupun kelompok 
atau intitusi. 
Implementasi kebijakan merupakan suatu kajian mengenai studi kebijakan 
yang mengarah pada proses pelaksanaan dari suatu kebijakan. Dalam prakteknya 





jarang bermuatan politis dengan adanya investasi sebagai kepentingan. Dalam 
berbagai sistem politik kebijakan publik diimplementasikan oleh instansi pemerintah, 
baik pusat maupun daerah. Agar kebijakan dapat diimplementasikan terdapat tiga 
kegiatan untuk mengoperasikan program bagi implementasi kebijakan, yaitu 
organisasi, interpretasi, dan aplikasi. 
Nugroho (2003) mengatakan terdapat banyak jenis pelayanan yang diberikan 
pemerintah daerah khususnya diletakkan dalam konteks kebijakan publik, yaitu jenis 
pelayanan yang berbentuk distributive, redistributif, dan regulsif. Kebijakan diartikan 
dengan pernyataan-pernyataan umum, yang memberikan bimbingan dalam 
menentukan keputusan yang fungsinya adalah menandai lingkungan sekitar yang 
dibuat, sehingga memberikan jaminan bahan keputusan-keputusan tersebut akan 
sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Pernyataan tersebut menjelaskan, bahwa 
kebijakan publik adalah sikap pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan 
sesuatu dalam rangka menanggapi permasalahan yang timbul pada masyarakat. 
Sehubung dengan itu, Dunn (2003) menyatakan bahwa proses kebijakan sendiri 
memiliki empat tahapan, yaitu penyusunan agenda (agenda setting), formulasi 
kebijakan (policy formulation), adopsi atau legistimasi kebijakan, dan penilaian atau 
evaluasi kebijakan. 
Kebijakan publik dalam ketatanegaraan dan pemerintahan pada dasarnya 
terbagi dalam tiga prinsip yaitu formulasi kebijakan, implementasi kebijakan, dan 
evaluasi kebijakan (Nugroho, 2004). Di antara ketiganya implementasi merupakan 
bagian yang paling krusial, seperti uraian Edward III dalam bukunya “Implementing 





komunikasi, disposisi atau sikap implementor, struktur birograsi, dan ketersediaan 
sumber daya. Diantara faktor-faktor tersebut terjadi interaksi dan pada gilirannya 
berpengaruh terhadap implementasi. Perhatian yang meningkat terhadap pelaksanaan 
kebijakan pemerintah berhubungan erat dengan tumbuhnya kesadaran bahwa 
kebijakan pemerintah di banyak bidang kurang atau bahkan tidak efektif, khususnya 
disebabkan oleh masalah-masalah yang timbul pada pelaksanaannya (Geru, 2010). 
Sebagai alat administrasi hukum, fokus perhatian dari implementasi kebijakan adalah 
memahami apa yang sebenarnya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku 
agar memberikan dampak dan mencapai tujuan yang diinginkan. 
C. Praktik Political Willingness 
Brinkerhoff (2010) memberikan pengertian secara teoretis, political 
willingness adalah kesediaan dan komitmen politik dalam melakukan tindakan yang 
bertujuan untuk mencapai seperangkat tujuan yang disertai dengan usaha 
berkelanjutan. Political willingness atau keinginan politik yang diartikan sebagai 
“niatan pimpinan” untuk melakukan hal-hal yang dianggap perlu untuk kebaikan 
bersama dalam jangka panjang (Fauzy, 2015). Political willingness (keinginan 
politik) juga diartikan apabila negara mempunyai kemauan, tetapi tentunya harus 
didukung oleh rakyat. 
Political willngness merupakan istilah dari kemauan politik. Setiap kemauan 
politik pasti berkaitan dengan tindakan politik. Kemauan politik merupakan 
kumpulan aspirasi yang dikemas dan dirajut melalui mekanisme tertentu, sehingga 
membentuk sebuah kebijakan (Zamrul, 2010). Political willingness atau kemauan 





dilapangan. Political willngness yang berlaku dalam ranah akuntansi adalah 
pencatatan keuangan yang terjadi yang melibatkan politik dalam sektor publik 
sehingga dalam penerapan akuntansi berbasis akrual, pengelolahan keuangan dapat 
transparan terhadap semua pihak yang berkepentingan. 
Tidak adanya political willingness atau kemauan politik seringkali menjadi 
argumen atau pembenaran untuk mengkritisi pemerintah dalam berbagai hal. 
Political willingness merupakan basis keyakinan publik terhadap pemerintah. Jika 
publik yakin bahwa pemerintah mempunyai political willingness maka publik akan 
memberikan nilai bagus kepada pemerintah (Kompasiana, 2013). 
Inti dari Political willingness adalah adanya kemauan politik dari pemerintah 
atau para pengambil kebijakan. Pada pemerintahan Bapak Susilo Bambang 
Yudhoyono, penerapan political willingness diharapkan untuk menuntaskan kasus 
korupsi diberbagai bidang. Adapun akuntansi mempunyai peran yang sangat erat 
dengan kegiatan operasional pemerintahan. Setiap kegiatan pada suatu pemerintahan 
harus dicatat dan pada akhir tahun dihasilkan laporan keuangan. Seiring dikeluarkan 
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 mengenai Standar Akuntansi 
Pemerintah yakni metode basis akrual. Dengan penerapan metode ini dinilai lebih 
efektif dan menekan tindakan baik kesalahan yang disengaja seperti korupsi maupun 
kesalahan yang tidak disengaja sehingga penyajian dan pelaporannya lebih detail dan 
terperinci. 
Praktik Political willingness dalam  akuntansi berbasis akrual bukan untuk 
mengeruk keuntungan material, akan tetapi yang dikehendaki adalah benar-benar 





yang terorganisir dan jauh dari unsur kecurangan. Political willingness penting 
melihat penerapan akuntansi berbasis akrual yang masih tergolong rendah. Tanpa 
political willingness, apapun yang kita rencanakan semuanya tidak akan membawa 
hasil yang memuaskan. Menurut Brinkerhoff (2010), ada beberapa indikator untuk 
mengukur political willingness pemerintah, yaitu inisiatif, prioritas, mobilisasi 
dukungan politik, penegakan hukum, dan keberlanjutan usaha. 
D. Akuntansi Berbasis Akrual  
Menurut Nunuy (2007) akuntansi berbasis akrual merupakan sistem akuntansi 
yang mengakui dan mencatat transaksi atau kejadian keuangan pada saat terjadi atau 
pada saat perolehan. Fokus sistem akuntansi ini pada pengukuran sumber daya 
ekonomis dan perubahan sumber daya pada suatu entitas. Basis akrual juga 
menyediakan estimasi yang tepat atas pengaruh kebijakan pemerintah terhadap 
perekonomian secara makro dan menyediakan informasi komprehensif. 
Dalam Al-Quran perintah melakukan pencatatan terdapat dalam surat Al-
Baqarah ayat 282  yang berbunyi:  
اَهَُّيأَٰٓ  َي  َنيِذَّلٱ  َف ى ّٗ مَس ُّم ٖلََجأ َٰٓ  ىَِلإ ٍنَۡيِدب ُمتنَيَاَدت َاِذإ ْا َُٰٓونَماَء  ُهُوُبتۡكٱ  ۡمَُكنۡيَّب ُبتَۡكيۡلَو
 ِب ُُِۢبتاَك  ِلَۡدعۡلٱ  ُهَمَّلَع اَمَك َُبتَۡكي َنأ ٌِبتاَك َبۡأَي َلََو  ُ َّللٱ  ِلِلُۡميۡلَو ُۡبتَۡكيۡلَفيِذَّلٱ 
 ِهۡيَلَع ُّقَحۡلٱ ِقَّتَيۡلَو  َ َّللٱ  ُهَّبَرۥ  ۡيَش ُهۡنِم ۡسَخۡبَي َلََوّٗ َناَك ِنإَف  ايِذَّلٱ  ِهۡيَلَع ُّقَحۡلٱ  اًهيِفَس
 ُهُّيِلَو ۡلِلُۡميۡلَف َوُه َّلُِمي َنأ ُعيَِطتۡسَي َلَ َۡوأ ًافيِعَض َۡوأۥ  ِب  ِلَۡدعۡلٱ  َو ْاُودِهَۡشتۡسٱ  ِنَۡيديِهَش
 َّل ِنإَف ۡۖۡمُكِلاَج ِ ر نِم ۡم  ِنۡيَلُجَر اَنوَُكي َو ٞلُجََرف ِنَاَتأَرۡمٱ  َنِم َنۡوَضَۡرت ن َّمِم ِءََٰٓادَهُّشلٱ 
 اَمُه  َىدِۡحإ َر ِ َكُذتَف اَمُه  َىدۡحِإ َّلَِضت َنأ   ىَرُۡخۡلۡٱ  َبَۡأي َلََو ُءََٰٓادَهُّشلٱ  َلََو 
 ْاوُُعد اَم َاِذإ
 َۡست  اًريِبَك َۡوأ اًريِغَص ُهُوُبتَۡكت َنأ ْا َٰٓوُم َٰٓ  َىلِإ  ِهِلََجأ ۦ  ُكِل
 َذ َدنِع ُطَسَۡقأ ۡم ِ َّللٱ  َِةد  َهَّشلِل ُمَوَۡقأَو
 ۡمُكَۡيلَع َسۡيَلَف ۡمَُكنۡيَب اََهنوُريُِدت ّٗةَرِضاَح ًةَر  َجِت َنوَُكت َنأ َٰٓ َِّلَإ ْا َُٰٓوبَاتَۡرت ََّلَأ َٰٓ  ىَنَۡدأَو
 ُتَۡعياََبت َاِذإ ْا َُٰٓودِهَۡشأَو ۗاَهُوُبتَۡكت ََّلَأ ٌحاَنُج  ۡم  ِتاَك َّرَٰٓاَُضي َلََو ْاُوَلعَۡفت ِنإَو 
 ٞديِهَش َلََو ٞب






282. Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu´amalah tidak 
secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. 
Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. 
Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah 
mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang 
berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia 
bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun 
dari pada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau 
lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka 
hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan 
dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua oang 
lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi 
yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang 
mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) 
apabila mereka dipanggil. Dan janganlah kamu bosan menulis hutang itu, baik 
kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, 
lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat 
kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu, kecuali jika mu´amalah itu 
perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa 
bagi kamu, (jika) kamu tidak menuliskannya. Dan persaksikanlah apabila 
kamu berjual beli dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. 
Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu 
kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan 
pengajaran kepadamu, dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu. 
 
Makna ayat tersebut menjelaskan kewajiban bagi orang yang bertransaksi 
untuk mencatat setiap transaksi yang dilakukan dan masih belum tuntas, tujuannya 
adalah untuk menjaga keadilan dan kebenaran agar pihak-pihak yang bertransaksi 
tidak ada yang merasa dirugikan sehingga menimbulkan perpecahan, untuk 
menghindari hal tersebut di buatlah catatan. Dalam surat Al Baqaroh ayat 282  
terdapat perintah “tuliskanlah”, ini berarti bahwa perintah untuk menuliskan transaksi 
adalah suatu keharusan untuk menjaga harta itu dan menghilangkan kewas-wasan 
atau keragu-raguan. Sehingga setiap transaksi yang terjadi harus penuh 
pertanggungjawaban dan kehati-hatian. Dalam proses pencatatan setiap transaksi 





Menurut Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) dalam Tanjung (2012) 
menjelaskan tentang kerangka konseptual dari pengakuan unsur laporan keuangan, 
yaitu: 
1. Pengakuan pendapatan  
a. Pendapatan (LO) diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan tersebut 
atau ada aliran masuk sumber daya ekonomi. 
b. Pendapatan (LRA) diakui pada saat kas diterima direkening kas umum 
negara/daerah atau oleh entitas pelaporan. 
2. Pengakuan beban dan belanja 
a. Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban, terjadinya konsumsi aset 
atau terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. 
b. Belanja diakui berdasarkan terjadinya pengeluaran dari rekening kas 
negara/daerah atau entitas pelaporan. 
Kerangka konseptual dari pengukuran (nilai perolehan historis) unsur laporan 
keuangan, yaitu:  
1. Aset  
Dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar 
nilai wjar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. 
2. Kewajiban 
Dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah 
untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan. 
Menurut Bastian (2010) akuntansi berbasis akrual merupakan basis pelaporan 





saat terjadiya (dan bukan pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan) serta 
dicatat dalam catatan akuntansi dan dilaporkan dalam laporan keuangan periode 
bersangkutan. Laporan  keuangan sektor publik yang disusun atas dasar akrual akan 
memberikan informasi kepada para pemakainya bukan hanya transaksi masa lalu 
yang melibatkan penerimaan dan pembayaran kas, tetapi juga kewajiban pembayaran 
kas di masa depan serta sumber daya yang mempresentasikan kas yang akan diterima 
dimasa depan. 
E. Penerapan Akuntansi Berbasis Akrual pada Sektor Publik 
Penerapan akuntansi berbasis akrual di pemerintahan pusat maupun daerah di 
Indonesia adalah hal yang baru. Akuntansi berbasis akrual dikeluarkan peraturannya 
melalui Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual. Yang sebelumnya 
diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2005, tetapi tidak bisa 
dipenuhi oleh pemerintah daerah sehingga dikaji ulang dalam Peraturan Pemerintah 
(PP) Nomor 71 Tahun 2010, Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual 
ini dibuat dengan tujuan agar informasi yang tersaji dalam laporan keuangan bisa 
lebih akurat, relevan, dan dapat lebih transparan. Penerapan sistem akuntansi berbasis 
akrual pada organisasi sektor publik dianggap sebagai solusi terbaik untuk 
memperbaiki kelemahan yang ada pada sistem akuntansi berbasis kas. Penggunaan 
basis akrual merupakan salah satu ciri dari praktik manajemen keuangan sektor 
publik yang bertujuan untuk memberikan informasi yang lebih transparan dan 
meningkatkan kualitas pengambilan keputusan. Akuntansi berbasis akrual juga 





sumber daya masa depan dan mewujudkan pengelolaan yang baik atas sumber daya 
tersebut. 
Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, pemerintah 
menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual, yaitu Standar 
Akuntansi Pemerintahan mengakui pendapatan, beban, aset, utang, dan ekuitas dalam 
pelaporan finansial berbasis akrual, serta mengakui pendapatan, belanja, dan 
pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang 
ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)/Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Menurut Jaladri dan Riharjo (2016), 
diterapkannya standar akuntansi pemerintah diharapkan adanya transparansi, 
partisipasi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara ataupun daerah guna 
mewujudkan pemerintahan yang baik (good governance). 
Penerapan akuntansi pemerintah berbasis akrual menjadi bagian program 
reformasi birograsi yang direncanakan pemerintah Indonesia. Menurut Heather 
Thomson dalam Widjajarso (2011), tujuan penerapan basis akrual dalam 
pemerintahan, yakni: 
1.  Meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem keuangan (anggaran, akuntansi, 
dan peloporan) dalam sektor publik. 
2. Meningkatkan pengendalian fiskal, manajemen aset dan budaya sektor publik. 
3. Meningkatkan akuntabilitas dalam program penyediaan barang dan jasa oleh 
pemerintah. 
4. Menyediakan informasi yang lebih lengkap untuk pengambilan keputusan. 





6. Mencapai transparansi yang lebih luas atas biaya pelayanan yang dilakukan 
oleh pemerintah. 
Menurut IFAC, (2003) International Federation of Accountants (IFAC) 
dalam Public Committee Study Nomor 14 tentang Transition to The Accrual Basis of 
Accounting: Guidance for Governments and Goverments Entities (second edition) 
kelebihan dalam penerapan basis akrual pada akuntansi sektor publik atau 
pemerintahan yaitu:  
1. Memberikan gambaran bagaimana pemerintah mendanai aktivitas-
aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan pendanaannya;  
2. Memungkinkan pengguna laporan keuangan untuk mengevaluasi kemampuan 
pemerintah saat ini untuk membiayai aktivitas-aktivitasnya dan untuk 
memenuhi segala kewajiban dan komitmen-komitmen yang ada;  
3. Menunjukkan posisi keuangan pemerintah atau instansi dan perubahan posisi 
keuangannya;  
4. Menyediakan ruang bagi pemerintah untuk menunjukkan keberhasilan 
pengelolaan sumber daya yang dikelolanya;  
5. Memberikan manfaat untuk mengevalusi kinerja pemerintah dalam hal 
efisiensi, efektivitas dan pencapaian hasil akhir penggunaan sumber daya 
yang dikelolanya. 
Disamping itu, keuangan yang disusun dengan basis akrual akan 
mempermudah para pemakai untuk membandingkan secara berimbang antara 





dari entitas pemerintah, melakukan evaluasi atas kemampuan pemerintah untuk 
mendanai kegiatannya serta kemampuan untuk pemerintah untuk memenuhi 
kewajiban dan komitmennya, melakukan evaluasi atas biaya, efisiensi, dan 
pencapaian kinerja pemerintah, memahami keberhasilan pemerintah dalam mengelola 
sumber daya. 
Penggunaan dengan basis akrual, dapat disajikan neraca yang memuat semua 
kekayaan, utang, dan ekuitas dana yang dimiliki pemerintah, sehingga pengamanan 
aset lebih dapat dihandalkan. Dalam penerapan basis akrual perlu diketahui 
karakteristik organisasinya, karena dengan berbeda karakteristik akan berbeda tujuan. 
Menurut Siregar dan Siregar (1996), perbedaan karakteristik antara perusahaan 
dengan pemerintah adalah: 
1. Pemerintah tidak mencari laba. 
2. Pemerintah secara kolektif dimiliki oleh masyarakat tanpa bukti kepemilikan 
seprti saham pada perusahaan. 
3. Sumber keuangan diberikan warga negara secara tidak langsung berhubungan 
dengan jasa yang diberikan pemerintah. 
F.  Transparansi dan Akuntabilitas dalam Laporan Keuangan 
Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 transparansi 
berarti memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat 
berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara 
terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan 





undangan. Untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih pemerintahan 
harus menganut asas keterbukaan yakni adanya unsur transparansi terhadap laporan 
keuangan (Khairudin dan Erlanda, 2016).  
Adanya ketebukaan dalam penyelenggaraan urusan publik akan memudahkan 
pengawasan terhadap jalannya pemerintahan. Transparansi seperti yang digunakan 
dalam istilah politik berarti keterbukaan, transparansi yang dikaitkan dengan 
akuntabilitas mempunyai makna bahwa pertanggungjawaban tersebut dapat dilihat 
oleh masyarakat umum sebagai penilai pemerintah (Halim, 2006). Dalam tingkatan 
negara transparansi terbagi menjadi dua yaitu transparansi keuangan dan transparansi 
pemerintah. Dalam organisasi sektor publik, transparansi akan mendorong 
diungkapkannya kondisi yang sebenarnya sehingga setiap pihak yang berkepentingan 
(stakeholders) dapat mengukur dan mengantisipasi segala sesuatu yang menyangkut 
organisasi. Penerapan transparansi ini akan menuntut organisasi sektor publik untuk 
selalu terbuka dan mencegah upaya penyembunyian informasi yang menyangkut 
kepentingan publik serta pihak yang berkepentingan secara keseluruhan. Penerapan 
prinsip ini, perlu ada penyamaan persepsi tentang hal-hal apa dan seberapa banyak 
yang perlu diinformasikan, standar apa yang digunakan sebagai acuan serta 
bagaimana mengatasi kendala-kendala yang mungkin terjadi termasuk kendala 
budaya.  
Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 dalam ranah keuangan publik, 
menuntut adanya transparansi dan akuntabilitas dalam keuangan publik. Laporan 
keuangan merupakan hasil dari transparansi dan akuntabilitas keuangan publik. 





2010 adalah mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan 
kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang 
telah ditetapkan secara periodik. Dalam hal ini akuntabilitas dapat diimplementasikan 
dengan baik apabila menerapkan akuntansi berbasis akrual. Sektor publik 
memerlukan bentuk laporan keuangan yang berbeda dengan sektor privat karena 
perbedaan akuntabilitas yang dihadapi. Konsep akuntabilitas dipilih karena pada 
penelitian ini penulis ingin mengetahui bagaimana penerapan akuntansi berbasis 
akrual dapat meningkatkan aspek akuntabilitas pada kualitas laporan keuangan. 
Akuntabilitas adalah perwujudan kewajiban unit organisasi atau instansi 
pemerintahan untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian 
sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada instansi atau  
dimana fokus penelitian ini unit organisasi sektor publik dalam rangka mencapai  
tujuan yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban secara periodik. 
Menurut Rasul (2002) akuntabilitas keuangan merupakan suatu kewajiban lembaga 
publik untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan kewenangannya dalam 
menggunakan dana publik secara ekonomis, efisien, dan efektif. Akuntabilitas 
mempunyai peranan penting dalam organisasi sektor publik karena menjadi pusat 
perhatian utama bagi masyarakat dimana mengharuskan lembaga publik untuk 
menyusun laporan keuangan yang menggambarkan kinerja keuangan organisasi 
kepada pihak luar khususnya masyarakat. Pada dasarnya, akuntabilitas adalah 
pemberian informasi dan pengungkapan (disclosure) atas aktivitas dan kinerja 





Tuntutan yang semakin besar terhadap akuntabilitas publik, menimbulkan 
implikasi bagi manajemen sektor publik untuk memberikan informasi pada publik. 
Salah satu informasi yang dibutuhkan publik adalah informasi mengenai pengelolaan 
dana atau keuangan pada sektor publik. Informasi mengenai pengelolaan dana atau 
keuangan tersebut dapat dilihat dari laporan keuangan. Laporan keuangan merupakan 
sumber informasi finansial yang memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap 
kualitas keputusan yang akan dihasilkan (Asfiansyah, 2015). Menurut Standar 
Akuntansi Pemerintahan (SAP) terdapat beberapa kelompok pengguna laporan 
keuangan, yaitu masyarakat, para wakil rakyat, lembaga pengawasan dan lembaga 
pemeriksa, pihak yang memberi atau yang berperan dalam donasi, investasi dan 
pinjaman, serta pemerintah. Laporan keuangan ini digunakan terutama untuk 
membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer dan pembiayaan dengan 
anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas 
dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya 
terhadap peraturan perundang-undangan. 
Pelaporan keuangan sektor publik seharusnya menyajikan informasi yang 
bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan transparansi, serta 
membuat keputusan, baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik. Laporan 
keuangan sektor publik juga harus dibuat dengan prinsip-prinsip tertentu yang 
disusun dengan mengikuti Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah 
diterima secara umum. Hal tersebut diatur dalam Undang-undang (UU) Nomor 17 
Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang mensyaratkan bentuk dan isi laporan 





(APBN)/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) disusun dan disajikan 
sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang ditetapkan dengan 
peraturan pemerintah. Selanjutnya Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2004 
tentang Perbendaharaan Negara mengamanatkan tugas penyusunan standar tersebut 
kepada suatu komite standar yang independen yang ditetapkan dengan suatu 
keputusan presiden tentang komisi standar akuntansi pemerintahan. 
Standar Akuntansi Keuangan yang digunakan dalam Standar Akuntansi 
Keuangan Daerah adalah Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang merupakan 
serangkaian standar-standar akuntansi yang direkomendasikan Ikatan Akuntansi 
Indonesia-Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (IAI-KSAP) pada tahun 2002 
telah memilih basis akrual sebagai dasar pencatatan akuntansi (Bastian, 2006). Sesuai 
dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010  tentang Standar Akuntansi 
Pemerintahan berbasis akrual signifikansi peran pemerintahan dalam sektor publik 
untuk mewujudkan pemerintahan yang transparan dan akuntabel, semakin nyata. 
Dengan disusunnya Standar Akuntansi Pemerintah berbasis akrual dimana dengan 
adanya laporan keuangan pemerintah yang lengkap (Neraca, Laporan Operasional, 
Laporan Arus kas, Laporan Perubahan Ekuitas) laporan keuangan pemerintah 
menjadi lebih informatif, dan dapat diandalkan sehingga rakyat dapat menilai kinerja 
pemerintah. Laporan keuangan pemerintah yang informatif, akuntabel, adil dan 
transparan akan berdampak pada pengambilan keputusan pemerintah yang bijaksana 
dan semata-mata untuk kemakmuran bangsa Indonesia sendiri (Burrowes, 2011). 
Peraturan pemerintah tersebut menjadi dasar hukum pemerintah dalam menyusun 





G. Akuntansi Berbasis Akrual dalam Meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan 
Menurut Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) dalam Christanti (2013), 
akuntansi berbasis akrual menghasilkan laporan keuangan yang bisa dipercaya, 
akurat, komprehensif, dan relevan. Menyajikan informasi keuangan secara lebih 
akurat dan lengkap, dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas sehingga 
dianggap lebih dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan. Pengelolaan keuangan 
merupakan syarat mutlak yang harus dipenuhi oleh pemerintah sebagai wujud  
pertanggungjawaban atas anggaran dan pengalokasian sumber daya yang digunakan 
(Halim dan Damayanti, 2007). Oleh karena itu peranan laporan keuangan sebagai alat 
akuntabilitas kepada publik telah mendorong pemerintah untuk senantiasa secara 
konsisten memberikan informasi akuntabilitas keuangan yang transparan dan dapat 
dipercaya. Transparansi dan kualitas anggaran Pemerintah berperan vital sebagai 
upaya untuk membangun kualitas demokrasi dan pemerintahan yang efektif (Harun, 
2010).  
Kualitas laporan keuangan adalah karakteristik kualitatif yang dimiliki oleh 
laporan keuangan, (Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2005 tentang Standar 
Akuntansi Pemerintahan). Empat karakteristik ini merupakan syarat dapat dikatakan 
berkualitas, yaitu: 
1. Relevan, jika informasi yang disajikan dapat mempengaruhi keputusan 
pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau 
masa kini, dan memprediksi masa depan serta menegaskan atau mengkoreksi 






Informasi yang relevan yaitu: 
a. Memiliki manfaat umpan balik, yaitu informasi memungkinkan pengguna 
untuk menegaskan atau mengkoreksi ekspektasi mereka dimasa lalu. 
b. Memiliki manfaat prediktif, yaitu informasi dapat membantu pengguna 
untuk memprediksi masa yang akan datang berdasarkan hasil masa lalu 
dan masa kini. 
c. Tepat waktu, yaitu informasi yang disajikan tepat waktu sehingga dapat 
berpengaruh dan berguna dalam pengambilan keputusan. 
d. Lengkap, yaitu informasi yang disajikan selengkap mungkin, mencakup 
semua informasi akuntansi yang dapat mempengaruhi pengambilan 
keputusan dengan memperhatikan kendala yang ada. 
2. Andal, jika informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian 
menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, 
serta dapat diverivikasi. 
Informasi yang andal memenuhi karaktristik: 
a. Penyajian jujur, yaitu informasi menggambarkan dengan jujur transaksi 
dan peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar 
dapat diharapkan untuk disajikan. 
b. Dapat diverivikasi, yaitu informasi yang disajikan dalam laporan 
keuangan dapat diuji, dan apabila pengujian dilakukan lebih dari satu kali 







3. Dapat dibandingkan, jika informasi yang disajikan dapat dibandingkan 
dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas 
pelaporan lain pada umumnya. 
a. Perbandingan secara internal dapat dilakukan bila entitas menerapkan 
kebijakan akuntansi yang sama dalam 1 tahun. 
b. Perbandingan secara eksternal dapat dilakukan bila entitas yang 
dibandingkan menerapkan kebijakan akuntansi yang sama (antar entitas). 
4. Dapat dipahami, jika informasi yang disajikan dapat dimengerti oleh 
pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan 
batas pemahaman para pengguna. 
H. Rerangka Pikir 
Rerangka pikir dikembangkan dari pemahaman tentang praktik political 
willingness dalam penerapan akuntansi berbasis akrual dengan menggunakan teori 
Political Economic of Accounting (PEA) dan teori implementasi kebijakan publik, 
diharapkan mampu mendukung penerapan akuntansi berbasis akrual pada sektor 
publik. Dengan adanya penerapan akuntansi berbasis akrual pada sektor publik, dapat 
meningkatkan transparansi dan akuntabilitas sehingga menghasilkan kualitas laporan 
keuangan yang baik dalam suatu instansi pemerintah. Secara sederhana, rerangka 














































A. Jenis dan Lokasi Penelitian 
1. Jenis Penelitian 
Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian 
kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan jenis penelitian yang menghasilkan 
penemuan-penemuan yang tidak dapat dicapai dengan menggunakan prosedur-
prosedur statistik ataupun dengan cara kuantifikasi lainnya. Penelitian kualitatif pada 
umumnya disebut jenis penelitian dengan paradigma interpretif dan konstruktif, yang 
mengandung realitas sosial sebagai hal yang bersifat holistik (khusus), kompleks, 
dinamis, penuh makna, dan dilakukan dalam setting sosial tertentu yang ada dalam 
kehidupan riil dengan maksud menginvestigasi dan memahami fenomena apa yang 
terjadi, mengapa, dan bagaimana terjadinya, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk 
kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan 
memanfaatkan berbagai metode alamiah (Moleong 2010 dalam Shodiq dan Febri, 
2015). Dengan kata lain, penelitian kualitatif adalah suatu metode penelitian yang 
memahami suatu fenomena dengan menggunakan data atau informasi mengenai 
gambaran suatu peristiwa, kejadian, atau proses. Penelitian ini bertujuan untuk 
memperoleh gambaran seutuhnya mengenai suatu hal menurut pandangan manusia 
dengan lebih teliti (Rahmat, 2009). Dalam jenis penelitian ini, peneliti lebih dekat 






2. Lokasi Penelitian 
Penetapan lokasi dari suatu penelitian sangat penting dalam rangka  
mempertanggungjawabkan data yang diperoleh. Oleh karena itu, lokasi peneliian 
perlu ditetapkan terlebih dahulu. Lokasi yang dipilih oleh peneliti sebagai tempat 
penelitian adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Luwu, Kecamatan Belopa, Provinsi 
Sulawesi Selatan. 
B. Pendekatan Penelitian  
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif berdasarkan paradigma 
interpretif. Paradigma interpretif berpandangan bahwa realitas sosial secara sadar dan 
secara aktif dibangun sendiri oleh individu, setiap individu mempunyai potensi 
memberi makna tentang apa yang dilakukan. Menurut Burel dan Morgan (1979) inti 
dari paradigma interpretif yaitu menggambarkan sifat interpretif sebagai paradigma 
yang memiliki karakteristik untuk memahami dan menjelaskan dunia sosial yang 
tidak terlepas dari kacamata personal yang terlibat langsung dalam sebuah proses 
sosial. Peranan sosial masyarakat, penelitian terikat kepada norma-norma, aturan-
aturan tertentu dan keyakinan, serta pandangan dan sikap dari informan (Muhadjir, 
2000). 
Penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan deskripsi, pandangan-pandangan 
dan penjelasan tentang peristiwa sosial yang didasarkan pada perspektif dan 
pengalaman orang yang diteliti sehingga peneliti mampu mengungkap pemahaman 
dan makna yang ada dalam lingkungan objek penelitian. Dalam penelitian ini, 





1. Pemahaman muncul melalui interaksi dengan informan yang dipilih. 
2. Bagaimana informan memberikan informasi dengan pengalaman di lapangan.        
Penelitian ini memandang representasi informan terwakili oleh kualitas 
informasi yang diberikan oleh informan, bukan jumlah informan yang dilibatkan 
dalam penelitian ini, informan penelitian tersebut di atas di pandang cukup cakap dan 
layak untuk memberikan informasi yang diperlukan dalam penelitian ini. Selain itu 
paradigma interpretif memperbolehkan peneliti untuk terlibat secara subjektif dengan 
partisipan penelitian. Penelitian ini memfokuskan pada sifat subjektif dari social 
world dan berusaha memahaminya dari kerangka berpikir objek yang sedang 
dipelajarinya. Penelitian yang menggunakan paradigma ini bertujuan untuk 
memahami pengalaman, perspektif, dan makna individual. Peneliti ingin 
menjelaskan, menggambarkan dan memaparkan berbagai situasi dan kondisi yang 
ada pada objek penelitian berdasarkan kenyataan yang ada. Dalam hal ini peneliti 
ingin menggambarkan dan memaparkan praktik political willingness dalam 
penerapan akuntansi berbasis akrual. 
C. Jenis dan Sumber Data 
Jenis data yang digunakan dalam penelitin ini adalah data subjek (self-report 
data) yang di peroleh melalui wawancara langsung kepada informan dan data 
documenter (documentary data). Wawancara dilakukan kepada akuntan yang 
memenuhi kriteria sebagai informan. Sumber data penelitian ini yaitu data primer 
dan data sekunder. Data primer adalah sumber data penelitian yang diperoleh 
melalui wawancara kepada informan yang memenuhi karakteristik yang telah 








No Nama Informan Jabatan 
1 Bapak Muhammad Arsyad Kepala Bagian Keuangan 
2 Bapak Jumadi Bendahara Umum 
3 Ibu Reny Ariyani Wahab Kepala sub Bagian 
Akuntansi 
 
Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari berbagai literatur, seperti 
jurnal, buku, website, dan lain-lain yang berhubungan dengan penelitian.  
D. Metode Pengumpulan Data 
Metode pengumpulan data dalam rangka mengumpulkan data dan informasi 
yang valid dan akurat, pengumpulan data yang utama (untuk mendapatkan data 
primer) peneliti akan melakukan wawancara secara mendalam.  
1. Penelitian Lapangan (field research)  
Kegiatan pengumpulan data yang dilakukan dengan meninjau langsung pada 
objek dan sasaran yang diteliti pada Kantor Bupati Luwu. Penelitian tersebut 
berupa wawancara formal dan informal. 
2. Studi Pustaka  
Penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan, membaca, dan 
mempelajari literatur referensi dari jurnal, makalah, dan buku-buku yang 





konsep dalam upaya penyusunan landasan teori yang berhubungan dengan 
objek yang diteliti. 
3. Internet Searching  
Penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan berbagai tambahan 
referensi yang bersumber dari internet guna melengkapi referensi penelitian 
yang terkait. 
E. Instrumen Penelitian 
Penelitian ini dilakukan dengan melakukan survei, observasi, hingga kajian 
kepustakaan untuk menjawab pertanyaan penelitian. Data yang dianalisis dalam 
penelitian ini berupa data lisan, tulisan, maupun dalam bentuk dokumentasi laporan. 
Untuk memudahkan memperoleh data dalam penelitian tersebut, maka diperlukan 
beberapa instrument berupa alat untuk menunjang proses perolehan data dalam 
penelitian ini, yaitu sebagai berikut : 
1. Buku catatan 
2. Handphone 
3. Kamera 
4. Alat tulis 
5. Daftar pertanyaan wawancara. 
6. Buku, jurnal, dan referensi lainnya.  
F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 
Teknik pengolahan data adalah proses mengatur urutan data, 
mengorganisasikannya kedalam suatu pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga 





digunakan adalah deskriptif kualitatif, yaitu dengan mengkaji, memaparkan, 
menelaah, dan menjelaskan data-data yang diperoleh. Tujuan dari analisis deskriptif 
ini adalah untuk membuat gambaran secara sistimatis mengenai fakta-fakta, sifat-
sifat, dan karakteristik objek yang diteliti secara tepat.  
Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah alat analisis 
interpretif, yaitu alat untuk menganalisis informasi dan data yang diperoleh dengan 
cara menginterpretasikan data tersebut berdasarkan cara pandang pelaku. Di sini 
peneliti berusaha menginterpretasikan fenomena dari kacamata pelaku berdasarkan 
pada interpretasi mereka terhadap suatu fenomena. Jadi, setelah menentukan kategori, 
tema, dan pola, data kemudian dicari maknanya atau diinterpretasi. Oleh karena itu, 
ketika data peneliti mulai terkumpul, analisis data harus segera dilakukan untuk 
menentukan pengumpulan data berikutnya. Dengan menggunakan penelitian 
kualiatatif dalam melihat fenomena akuntansi, peneliti menggunakan Teori Political 
Economy of Accounting (PEA) dan Teori Implementasi Kebijakan Publik, agar tujuan 
yang dicapai dalam pemahaman terkait dengan penerapan akuntansi berbasis akrual 
pada sektor publik.  
Berdasarkan Model Miles dan Hubberman (1984), proses pengolahan dan 
analisis dalam penelitian dilakukan melalui tiga tahapan secara berkesinambungan 
yang meliputi tahap reduksi data  (data reduction), tahap penyajian data (data 
display), dan tahap penarikan kesimpulan/verifikasi (conclution drawing/ 







1. Reduksi Data (Data Reduction) 
Tahap reduksi data adalah suatu proses pemilihan, pemusatan perhatian untuk 
menyederhanakan data kasar yang diperoleh di lapangan. Kegiatan ini 
dilakukan secara berkesenambungan sejak awal penelitian hingga akhir 
pengumpulan data. Proses reduksi data, data yang tidak penting akan 
dikurangi sehingga data yang dipilih akan diproses ke langkah selanjutnya. 
2. Penyajian Data (Display Data) 
Penyajian data yang dimaksud adalah menyajikan data yang sudah direduksi  
dan diorganisasikan secara keseluruhan dalam bentuk naratif deskriptif. 
Dalam penyajian data, dilakukan analisis data menggunakan pendekatan 
yuridis untuk melihat keterkaitan antar variabel berdasarkan data yang 
terkumpul sehingga kesimpulan yang dirumuskan menjadi akurat dan 
objektif. 
3. Penarikan kesimpulan (Conclution Drawing) 
Data penelitian dikaitkan pada teori yang digunakan sebelumnya, hal yang 
perlu diperhatikan adalah kejadian yang ada pada setting penelitian, 
interpretasi yang dilakukan dituangkan dalam narasi, gambar dan kutipan-
kutipan dari hasil wawancara. Apabila kesimpulan yang ditetapkan sudah 
didukung oleh data-data yang valid dan akurat sehingga sudah mampu 







G. Pengujian Keabsahan Data 
Pengujian keabsahan data merupakan hal yang perlu dilakukan dalam suatu 
penelitian kualitatif untuk mendapatkan data yang sah/valid. Upaya pemeriksaan 
keabsahaan data merupakan salah satu cara untuk menanggulangi perasaan kurang 
yakin tentang kebenaran atau keabsahaan data dalam penelitian kualitatif. Standar 
keabsahaan data penelitian kualitatif menurut Fatchan (2013) antara lain sebagai 
berikut: 
1. Credibility (Standar Kredibilitas) 
Hasil penelitian memiliki kepercayaan yang tinggi sesuai dengan fakta 
sesungguhnya yang ada dilapangan perlu dilakukan upaya standarisasi kredibilitas 
data atau hasil informasi yang didapat oleh peneliti. Uji kredibilitas data atau 
kepercayaan terhadap data hasil penelitian kualitatif dapat dilakukan antara lain 
dengan cara perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan dalam penelitian, 
triangulasi, diskusi dengan teman sejawat, analisis kasus negatif, dan membercheck 
(Afiyanti, 2008). Dalam penelitian kualitatif, validitas dan reliabilitas sering 
dinamakan kredibilitas (Chariri, 2009). Dengan melihat pemahaman pengumpulan 
data sebelumnya yang memperlihatkan kerangamaan sumber data dan teori yang 
dikumpulkan maka peneliti menggunakan prosedur triangulasi. Triangulasi sendiri 
adalah gabungan atau kombinasi berbagai metode yang dipakai untuk mengkaji 
fenomena yang saling terkait dari sudut pandang dan perspektif yang berbeda. 
Adapun prosedur triangulasi yang dianggap selaras dengan penelitian ini, yaitu: 
a. Triangulasi sumber data, yaitu menggali kebenaran informasi tertentu melalui 





wawancara, hasil observasi, atau juga dengan mewawancarai lebih dari satu 
subjek yang dianggap memiliki sudut pandang yang berbeda dan menggali 
kebenaran informasi penelitian melalui sumber lain agar dapat memberikan 
bukti dan keandalan yang berbeda. 
b. Triangulasi teori, hasil akhir dari penelitian ini dari adanya dua teori yang 
berlainan yang digunakan untuk memastikan bahwa data yang dikumpulkan 
sudah memasuki syarat, tersebut penjelasan teori Political Economy of 
Accounting (PEA) dan teori implementasi kebijakan publik dalam menyikapi 
praktik political willingness dalam penerapan akuntansi berbasis akrual. 
Selain itu, triangulasi teori dapat meningkatkan kedalaman pemahaman 
peneliti jika mampu  menggali pengetahuan teoretik secara mendalam atas 






HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
A. Gambaran Umum Objek Penelitian 
Secara astronomis Kabupaten Luwu terletak antara 2°34’45” - 3°30’30” 
Lintang Selatan dan 120°21’15” - 121°43’11” Bujur Timur, posisi Kabupaten Luwu 
berada pada bagian utara dan timur Provinsi Sulawesi Selatan dengan jarak sekitar 
400 km dari Kota Makassar. 
Berdasarkan posisi geografisnya, Kabupaten Luwu, dibatasi oleh Kabupaten 
Luwu Utara dan Kota Palopo di sebelah utara, Teluk Bone di sebelah timur, Kota 
Palopo dan Kabupaten Wajo di sebelah selatan, dan Kabupaten Tana Toraja dan 
Kabupaten Enrekang di sebelah barat. Daerah Kabupaten Luwu terbagi dua wilayah 
sebagai akibat dari pemekaran Kota Palopo, yaitu wilayah Kabupaten Luwu bagian 
selatan dan bagian utara dari Kota Palopo. 
Kabupaten Luwu terdiri dari 22 Kecamatan dan 227 Desa/Kelurahan. 
Sebanyak 9 Kecamatan berbatasan langsung dengan Teluk Bone di sebelah timurnya. 
Adapun 9 Kecamatan tersebut adalah adalah Larompong, Larompong Selatan, Suli, 
Belopa, Kamanre, Belopa Utara, Ponrang, Ponrang Selatan, dan Bua. Dari 9 
Kecamatan yang berbatasan dengan Teluk Bone tersebut, terdapat sebanyak 37 
Desa/Kelurahan yang diklasifikasikan sebagai daerah pantai, selebihnya sebanyak 
190 Desa/Kelurahan adalah Desa/Kelurahan bukan pantai. 
Luas wilayah administrasi Kabupaten Luwu kurang lebih 3.000,25 km² dan 





Desa/Kelurahan. Kecamatan Latimojong adalah Kecamatan terluas di Kabupaten 
Luwu, luas Kecamatan Latimojong tercatat sekitar 467,75 km² atau sekitar 15,59 
persen dari luas Kabupaten Luwu, menyusul kemudian Kecamatan Walenrang Utara 
dan Walenrang Barat dengan luas masing-masing sekitar 259,77 km² dan 247,13 km² 
atau 8,66 persen dan 8,24 persen. Sedangkan Kecamatan yang memiliki luas wilayah 
terkecil adalah Kecamatan Belopa Utara dengan Luas kurang lebih 34,73 km² atau 
sekitar 1,16 persen. Pemerintah Kabupaten Luwu menaungi 37 Satuan Kerja 
Perangkat Daerah (SKPD) salah satu diantaranya yaitu sekretariat daerah. 
1. Deskripsi  Objek Penelitian 
Adapun objek dalam penelitian ini yaitu sekretariat daerah kabupaten Luwu, 
berlokasi di jalan Jendral Sudirman, Kecamatan Belopa, Kabupaten Luwu. 
Sekretariat daerah merupakan unsur staf. Sekretariat daerah sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dipimpin oleh sekretaris daerah dan bertanggungjawab kepada Bupati.  
Berdasarkan undang-undang nomor 29 tahun 1959 tentang pembentukan daerah 
tingkat II Sulawesi, kemudian dibentuk berdasarkan peraturan daerah nomor 7 tahun 
2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah kabupaten Luwu. Dalam 
melaksanakan tugas dan fungsinya, sekretariat daerah wajib dan taat berpedoman 
pada ketentuan peraturan perundang-undangan. 
Sekretaris daerah merupakan koordinator pengelolaan keuangan daerah 
sebagaiman dimaksud dalam pasal 5 ayat (3) huruf a berkaitan dengan peran dan 
fungsinya dalam membantu kepala daerah menyusun kebijakan dan 
mengkoordinasikan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah termasuk 





Tugas pokok sekretariat daerah yaitu membantu membantu Bupati dalam 
melaksanakan penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap 
pelaksanaan tugas perangkat daerah serta pelayanan administratif. 
2. Struktur Organisasi Sekretariat Daerah 
a. Struktur organisasi 
Salah satu hal penting yang harus dimiliki sebuah badan atau organisasi 
sebelum melaksanakan kegiatan usahanya adalah dengan membentuk struktur 
organisasi. Struktur organisasi sendiri merupakan bagaimana pekerjaan dibagi, 
dikelompokkan, dan dikoordinasikan secara formal (Robbins dan Judge, 2008). 
Artinya, sebelum memulai usaha biasanya perusahaan akan terlebih dahulu 
membentuk suatu struktur organisasi untuk dapat membagi, mengelompokkan dan 
mengkoordinasi karyawan sesuai kemampuan dan bidangnya. Hal ini dimaksudkan 
agar karyawan dapat dengan mudah memahami batas tugas yang harus 
dilaksanakannya atau dengan kata lain setiap bagian dari lembaga dapat menjalankan 
pekerjaan sesuai dengan perannya karena tanggung jawab dan wewenang mereka 
telah dinyatakan, diatur, dan diuraikan dengan jelas. 
Struktur organisasi berfungsi untuk memberikan petunjuk mengenai 
pembagian dan pengelompokan sistem kerja/kegiatan dalam melaksanakan aktivitas 
demi kelangsungan hidup badan/lembaga. Struktur umumnya akan digambarkan 
dalam bentuk bagan organisasi. Adapun struktur organisasi Sekretariat Daerah 


































Barang dan Jasa 
Bagian Administrasi 






































b. Tugas dan Tanggungjawab  
Berdasarkan pada skema struktur organisasi sekretariat daerah, berikut 
penjelasan mengenai tugas dan fungsi bagian-bagian tersebut: 
1. Sekretaris Daerah  
Sekretaris Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan 
penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas 
perangkat daerah serta pelayanan administratif. 
2. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan 
Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan melaksanakan tugas 
membantu sekretaris daerah dalam perumusan kebijakan, mengoordinasikan bagian 
pemerintahan, kesejahteraan rakyat, pemberdayaan masyarakat, serta Sekretariat 
DPRD dan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang 
pendidikan, kebudayaan, pariwisata, pemuda dan olahraga, kesehatan, sosial, 
pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan 
perlindungan anak, ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, 
tenaga kerja, transmigrasi, kearsipan dan perpustakaan, pemberdayaan masyarakat 
dan desa, administrasi dukcapil serta koordinasi kerukunan umat beragama.  
Adapun Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan dibagi menjadi 4 (empat) 
bagian diantaranya:  
1) Bagian Administrasi Pemerintahan  
Kepala Bagian Administrasi Pemerintah berada dibawah dan bertanggung jawab 
kepada Sekretaris Daerah melalui Asisten I Bidang Pemerintahan dan 





perumusan dan kebijakan teknis, memberikan dukungan atas penyelenggaraan 
urusan pemerintahan daerah, membina, mengoordinasikan dan melaksanakan 
program kegiatan di bidang kinerja pemerintahan, kecamatan, kelurahan, serta 
administrasi kewilayanan dan otonomi daerah berdasarkan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 
Bagian administrasi keuangan terbagi atas beberapa sub bagian, 
diantaranya: 
a. Sub Bagian Perumusan dan Evaluasi Kebijakan Bidang Pemerintahan 
b. Sub Bagian Pemerintahan Umum dan Perangkat Kewilayaan 
c. Sub Bagian Koordinasi Pelaksanaan Tugas Bidang Pemerintahan 
2) Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat 
Kepala Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat berada dibawah dan    
bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah melalui Asisten I Bidang 
Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, mempunyai tugas merumuskan 
kebijakan, mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi, monitoring dan 
evaluasi program kegiatan dan penyelenggaraan pembinaan, administrasi dan 
sumber daya di bidang pendidikan, kebudayaan, pariwisata, kepemudaan dan 
olahraga, kesehatan, sosial, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, serta 








Bagian administrasi kesejahteraan rakyat terbagi atas beberapa sub bagian, 
diantaranya: 
a. Sub Bagian Perumusan Kebijakan Bidang Kesejahteraan Rakyat 
b. Sub Bagian Pemantauan dan Evaluasi Kebijakan Bidang Kesejahteraan 
Rakyat 
c. Sub Bagian Koordinasi Pelaksanaan Tugas Bidang Kesejahteraan Rakyat 
3) Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol 
Kepala Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol berada dibawah dan    
bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah melalui Asisten I Bidang 
Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, mempunyai tugas menyiapkan 
perumusan kebijakan, mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi, 
pemantauan dan evaluasi program kegiatan dan penyelenggaraan pembinaan 
teknis, administrasi dan sumberdaya di bidang penyelenggaraan kehumasan 
kepala daerah dan wakil kepala daerah, penyelenggaraan keprotokolan, 
penyelenggaraan acara dan tamu. 
Bagian hubungan masyarakat dan protokol terbagi atas beberapa sub 
bagian, diantaranya: 
a. Sub Bagian Peliputan dan Publikasi 
b. Sub Bagian Protokol dan Dokumentasi 
c. Sub Bagian Analisa Media dan Pendapatan Umum 
4) Bagian Administrasi Kemasyarakatan 
Kepala Bagian Administrasi Kemasyarakatan berada dibawah dan    bertanggung 





Kesejahteraan Rakyat, mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan, 
mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi, pemantauan dan evaluasi 
program kegiatan dan penyelenggaraan pembinaan teknis, administrasi dan 
sumberdaya di bidang penyelenggaraan kemasyarakatan. 
Bagian administrasi kemasyarakatan terbagi atas beberapa sub bagian, 
diantaranya: 
a. Sub Bagian Perumusan Kebijakan Bidang Kemasyarakatan 
b. Sub Bagian Pemantauan dan Evaluasi Kebijakan Bidang Kemasyarakatan 
c. Sub Bagian Koordinasi Pelaksanaan Tugas Bidang Kemasyarakatan 
3. Asisten Perekonomian 
Asisten II Bidang Perekonomian melaksanakan tugas membantu sekretaris 
daerah dalam perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan program, pelayanan 
administrasi, pemantauan, dan evaluasi terkait dengan penyelenggaraan urusan 
pemerintahan bidang perekonomian dan sumber daya alam, infrastruktur 
danadministrasi pembangunan dan layanan pengadaan barang dan jasa pemerintah 
daerah serta perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang 
pangan, perindustrian, perdagangan, koperasi usaha kecil dan menengah, penanaman 
modal, pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan, lingkungan hidup, energi dan 
sumber daya mineral, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan 
kawasan permukiman, pertanahan, perhubungan, komunikasi dan informatika, 






Adapun Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan dibagi menjadi 4 (empat) 
bagian diantaranya:  
1) Bagian Administrasi Perekonomian 
Kepala Bagian Administrasi Perekonomian mempunyai tugas menyiapkan 
perumusan kebijakan, mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi, 
pemantauan dan evaluasi program kegiatan dan penyelenggaraan pembinaan 
teknis, administrasi dan sumber daya urusan pemerintahan bidang pangan, 
perindustrian, perdagangan, koperasi usaha kecil dan menengah, penanaman 
modal dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).  
Bagian administrasi perekonomian terbagi atas beberapa sub bagian, 
diantaranya: 
a. Sub Bagian Perumusan Kebijakan Bidang Perekonomian  
b. Sub Bagian Evaluasi Kebijakan Bidang Perekonomian 
c. Sub Bagian Koordinasi Pelaksanaan Tugas Bidang Perekonomian 
2) Bagian Administrasi Sumber Daya Alam  
Kepala Bagian Administrasi Sumber Daya Alam mempunyai tugas menyiapkan 
perumusan kebijakan, mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi, 
pemantauan dan evaluasi program kegiatan dan penyelenggaraan pembinaan 
teknis, administrasi dan sumber daya urusan pemerintahan bidang pertanian, 







Bagian administrasi sumber daya alam terbagi atas beberapa sub bagian, 
diantaranya: 
a. Sub Bagian Perumusan Kebijakan Bidang Sumber Daya Alam 
b. Sub Bagian Evaluasi Kebijakan Bidang Sumber Daya Alam 
c. Sub Bagian Koordinasi Pelaksanaan Tugas Bidang Sumber Daya Alam 
3) Bagian Administrasi Pembangunan dan Layanan Pengadaan  
Kepala Bagian Administrasi Pembangunan dan Layanan Pengadaan mempunyai 
tugas menyiapkan perumusan kebijakan, mengkoordinasikan pelaksanaan  tugas 
dan fungsi, pemantauan dan evaluasi program kegiatan dan penyelenggaraan 
pembinaan teknis, administrasi dan sumberdaya, penyusunan dan pengendalian 
program, monitoring dan evaluasi pembangunan, administrasi pelaksanaan dan 
kebijakan pembangunan dan layanan pengadaan. 
Bagian administrasi pembangunan dan layanan pengadaan barang dan jasa 
terbagi atas beberapa sub bagian, diantaranya: 
a. Sub BagianPerumusan Kebijakan Bidang Pembangunan 
b. Sub Bagian Perencanaan, Pelaporan, dan Evaluasi Program 
c. Sub Bagian Pengadaan Barang dan Jasa 
4) Bagian Administrasi Kerjasama 
Kepala Bagian Administrasi Kerjasama mempunyai tugas menyiapkan 
perumusan kebijakan, mengkoordinasikan pelaksanaan  tugas dan fungsi, 
pemantauan dan evaluasi program kegiatan dan penyelenggaraan pembinaan 





Bagian administrasi kerjasama terbagi atas beberapa sub bagian, 
diantaranya: 
a. Sub Bagian Hubungan Antar Daerah 
b. Sub Bagian Hubungan Antar Lembaga 
c. Sub Bagian Perhubungan/Perwakilan 
4. Asisten Administrasi Umum 
Asisten III Bidang Administrasi Umum mempunyai tugas membantu 
sekretaris daerah dalam perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan program, 
pelayanan administrasi, pemantauan, dan evaluasi terkait dengan pembinaan 
organisasi dan ketatalaksanaan, hukum dan hak asasi manusia, serta tata usaha 
pimpinan dan dukungan penyelenggaraan pemeritahan daerah serta Perangkat Daerah 
yang melaksanakan urusan penunjang bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan 
serta keuangan serta Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan. 
Adapun Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan dibagi menjadi 4 (empat) 
bagian diantaranya:  
1) Bagian Umum dan Perlengkapan 
Kepala Bagian Umum dan Perlengkapan mempunyai tugas menyiapkan 
perumusan kebijakan, mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi, 
pemantauan dan evaluasi program kegiatan dan penyelenggaraan pembinaan 







Bagian umum dan perlengkapan terbagi atas beberapa sub bagian, 
diantaranya: 
a. Sub Bagian Tata Usaha dan Perjalanan Dinas 
b. Sub Bagian Perlengkapan dan Asset Sekretariat Daerah 
c. Sub Bagian Rumah Tangga 
2) Bagian Hukum dan Perundang-undangan 
Kepala Bagian Hukum dan Perundang-undangan mempunyai tugas menyiapkan 
perumusan kebijakan, mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi, 
pemantauan dan evaluasi program kegiatan dan penyelenggaraan pembinaan 
teknis, administrasi bidang produk hukum dan telaahan hukum, penyusunan 
peraturan perundang–undangan, bantuan hukum, dokumentasi dan informasi 
hukum, penyuluhan hukum, hak asasi manusia, dan tindak lanjut hasil temuan. 
Bagian hukum dan perundang-undangan terbagi atas beberapa sub bagian, 
diantaranya: 
a. Sub Bagian Peraturan Perundang-undangan 
b. Sub Bagian Bantuan Hukum dan HAM 
c. Sub Bagian Dokumentasi Hukum 
3) Bagian Organisasi dan Pendayagunaan Aparatur 
Kepala Bagian Organisasi dan Pendayagunaan Aparatur mempunyai tugas 
menyiapkan perumusan kebijakan, mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan 
fungsi, pemantauan dan evaluasi program kegiatan dan penyelenggaraan 





ketatalaksanaan, analisa jabatan, analisa beban kerja, pelayanan publik dan 
pengembangan kinerja organisasi. 
Bagian organisasi dan pendayagunaan aparatur terbagi atas beberapa sub 
bagian, diantaranya: 
a. Sub Bagian Anjab dan Kelembagaan 
b. Sub Bagian Pelayanan Publik dan Ketatalaksanaan 
c. Sub Bagian Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi 
4) Bagian Keuangan 
Kepala Bagian Keuangan mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan, 
mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi, pemantauan dan evaluasi 
program kegiatan dan penyelenggaraan pembinaan teknis, administrasi dan 
sumber daya di bidang keuangan.  
Bagian keuangan terbagi atas beberapa sub bagian, diantaranya: 
a. Sub Bagian Anggaran 
Kepala Sub Bagian Anggaran berada di bawah dan bertanggungjawab kepada 
Kepala Bagian, mempunyai tugas membantu kepala bagian menyiapkan 
perumusan kebijakan, mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi, 
penyelenggaraan pembinaan teknis, administrasi, dan sumberdaya di bidang 
anggaran. 
b. Sub Bagian Akuntansi 
Kepala Sub Bagian Akuntansi berada di bawah dan bertanggungjawab kepada 





perumusan kebijakan, mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi, 
penyelenggaraan pembinaan teknis, administrasi, dan sumberdaya di bidang 
akuntansi. 
c. Sub Bagian Verifikasi dan Perbendaharaan 
Kepala Sub Bagian Verifikasi dan Perbendaharaan berada di bawah dan 
bertanggungjawab kepada Kepala Bagian, mempunyai  tugas membantu 
kepala bagian menyiapkan perumusan kebijakan, mengoordinasikan 
pelaksanaan tugas dan fungsi, penyelenggaraan pembinaan teknis, 
administrasi, dan sumberdaya di bidang verifikasi dan perbendaharaan. 
3. Visi dan Misi Sekretariat Daerah 
a. Visi: 
“Terciptanya kualitas kelembagaan dan sumber daya aparatur yang profesional”. 
b. Misi 
1. Membina dan mengembangkan kemampuan kelembagaan dan aparatur 
2. Meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan  pemerintah 
3. Mengembangkan pengaturan dan mekanisme kerja yang memudahkan 
kelancaran proses kerja 
4. Melengkapi sarana dan prasarana kerja dan menerapkan ketentuan 
penggunaannya sesuai kepentingan dinas 








B. Pembahasan Data dan Penelitian 
1. Penerapan Akuntansi Berbasis Akrual pada Sekretariat Daerah Kabupaten 
Luwu 
Akuntansi selama ini dipahami sebagai seperangkat prosedur rasional yang 
dijalani untuk memenuhi kebutuhan informasi yang berguna bagi pengambil 
keputusan dan pengendalian yang rasional (Watts dan Zimmereman, 1986). 
Akuntansi sebagai ilmu yang tergolong fleksibel dalam pelaksanaannya, akuntansi 
memberikan peluang dan motivasi bagi akuntan di perusahaan, badan usaha, ataupun 
pemerintahan untuk dapat menentukan metode atau prosedur yang cocok digunakan 
dalam menyusun laporan keuangan (Agustia dan Palupi, 2012). Akuntansi 
sebenarnya bukan merupakan pengetahuan yang berdiri sendiri, tetapi lebih 
merupakan gabungan dari berbagai disiplin pengetahuan lainnya. Dalam pemilihan 
model akuntansi yang akan diaplikasikan dalam suatu negara, perlu dipertimbangkan 
mengenai faktor-faktor moral, politik, dan perilaku manusia (Pura, 2013). Jadi 
akuntansi sebenarnya juga mendasarkan diri pada ilmu sosial, politik, dan psikologis. 
Sehingga dapat diketahui bahwa akuntansi dapat dikaitkan dengan ilmu maupun 
seperangkat program yang digunakan para pemakainya untuk dapat membantu 
mereka memenuhi kebutuhan informasi baik dalam bentuk penerapan, penggunaan 
metode, prosedur, pencatatan dan lain sebagainya yang berguna dalam pengambilan 
keputusan ekonomi, karena akuntansi merupakan cabang ilmu yang tak dapat 
dipisahkan dari bidang bisnis maka akuntansi biasanya dimanfaatkan untuk dapat 





Hingga saat ini, perkembangan atas penerapan akuntansi sudah cukup 
berkembang baik dari segi teori maupun dari segi praktik. Namun pada kenyataanya, 
penerapan standar akuntansi ini tidak selalu berjalan mulus. Masih banyak 
pemerintahan dalam penyusunan laporan keuangan, terdapat kendala dan tidak sesuai 
dengan standar akuntansi pemerintah. Hal ini biasanya terjadi karena adanya 
kekeliruan dari pembuatan laporan keuangan atau adanya perubahan standar yang ada 
dalam pemerintahan. Salah satu penerapan akuntansi yang berkaitan dengan hal 
tersebut yaitu penerapan akuntansi berbasis akrual pada sektor publik.  
Standar Akuntansi Pemerintahan mengatur penyajian laporan keuangan  
untuk tujuan umum (general purpose financial statements) dalam rangka  
meningkatkan keterbandingan laporan keuangan baik terhadap anggaran, antar  
periode, maupun antar entitas (Rachman, 2014). Penerapan Standar Akuntansi 
dengan penggunaan akuntansi berbasis akrual pada lembaga pemerintah merupakan 
contoh dari kepatuhan terhadap amanat perundang-undangan yang berlaku bagi 
organisasi pemerintah. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh 
transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa 
memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar (Evira, 2015). Saat ini 
penyusunan laporan keuangan pada sekretariat  daerah telah menggunakan basis 
akrual dalam pencatatannya sebagaimana dalam hasil wawancara dari Kepala 
Bagiaan Keuangan Sekretariat Daerah yang menyatakan bahwa:  
“Iya, penyusunan laporan keuangan pada Sekretariat Daerah 
Kabupaten Luwu telah menerapkan akuntansi berbasis akrual dan 






Hasil wawancara tersebut menyatakan bahwa pada Sekretariat Daerah 
Kabupaten Luwu telah menerapkan akuntansi berbasis akrual dalam proses 
penyusunan dan pelaporan keuangannya dan sudah efektif dilakukan sejak tahun 
2015 dan penggunaannya sudah full akrual. Hasil wawancara dari Kepala Bagian 
Keuangan Sekretariat Daerah menyatakan bahwa: 
“Ya. Jika dulu kita hanya mengenal basis kas yang hanya mencatat 
terkait dengan pengolahan atau yang berkaitan dengan transaksi yang 
terjadi pada saat terjadinya dan langsung dicatat atau diakui pada saat 
kas diterima atau diperoleh. Namun, dengan basis akrual, selain 
mencatat pengeluaran dan penerimaan kas, kita juga mencatat hutang 
atau piutang dari suatu oganisasi atau instansi. Oleh karena itu, 
akuntansi berbasis akrual memberikan gambaran yang akurat dan 
terperinci atas kondisi keuangan yang ada disuatu organisasi/instansi”. 
  
Salah satu perubahan yang signifikan dalam pemerintahan adalah perubahan 
di bidang akuntansi dalam menyusun laporan keuangan. Dalam pelaksanaannya, 
suatu pendekatan Political Economy of Accounting (PEA) akan menjadikan struktur 
institusional dari masyarakat sebagai model yang akan membantu melaksanakan 
peran tersebut dan memberikan suatu kerangka kerja untuk memeriksa seperangkat 
institusi, akuntansi, dan laporan akuntansi yang baru. Hasil wawancara diatas 
menyatakan bahwa Sekretariat Daerah kabupaten Luwu, sebelumnya pernah 
menggunakan akuntansi berbasis kas pada penyusunan dan pelaporan keuangannya. 
Dimana, basis kas merupakan basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan 
peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Namun karena 
penerapan akuntansi berbasis kas masih kurang efektif sehingga dikeluarkannya 
Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi 





Hal senada juga dikemukakan oleh Bendahara Sekretariat Daerah Kabupaten 
Luwu yang menyatakan bahwa: 
“Penerapan akuntansi berbasis akrual itu sudah bagus karena terutama 
dalam biaya pengeluaran-pengeluaran lebih terukur, terperinci, lebih 
jelas, belanja-belanja juga terperinci, utang-utang semua lebih jelas, 
transparan, sehingga penyelewengan, penyimpangan, dalam artian kita 
tidak bisa berbohong dalam pelaporannya karena sudah ada sistem 
sehingga semua belanja, pengeluaran, pemasukan dapat terlihat 
dengan jelas dan transparan. Berbeda dengan basis kas yang kurang 
terperinci dalam pelaporannya”. 
 
Berdasarkan wawancara tersebut, penerapan akuntansi basis akrual sudah 
bagus karena terutama dalam biaya pengeluaran-pengeluaran lebih terukur, terperinci, 
lebih jelas, belanja-belanja juga terperinci, utang-utang semua lebih jelas, transparan, 
sehingga penyelewengan, penyimpangan, dalam artian kita tidak bisa berbohong 
dalam pelaporannya karena sudah ada sistem sehingga semua belanja, pengeluaran, 
pemasukan dapat terlihat dengan jelas dan transparan.  Hal ini membuktikan bahwa 
penerapan akuntansi berbasis akrual mampu memberikan gambaran yang akurat dan 
terperinci atas kondisi keuangan yang disuatu organisasi dibandingkan dengan pada 
saat penggunaan akuntansi berbasis kas.  Namun bukan berarti penggunaan akuntansi 
berbasis kas kurang baik dalam penerapannya karena dalam wawancara oleh Kepala 
Keuangan Sekretariat Daerah menyatakan: 
“Penerapan akuntansi berbasis akrual sudah bagus tapi sebenarnya 
saya lebih suka kalau pakai kas dibandingkan akrual karena lebih 
simple penerapannya dibandingkan akrual. Akrual lebih rumit ki”. 
 
Berdasarkan pernyataan tersebut dapat dilihat bahwa akuntansi berbasis kas 





penerapan basis akrual lebih baik. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan sistem 
akuntansi dalam penyusunan keuangan mempunyai kelebihan dan kekurangan 
masing-masing dalam penerapannya. 
Standar akuntansi pemerintah berbasis akrual diadopsi dari keberhasilan 
pemerintah negara-negara maju untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi 
keuangan pemerintah, seperti Selandia Baru, Australia, Amerika Serikat, Inggris, dan 
Swedia. Hasil wawancara dari Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Daerah 
menyatakan bahwa: 
“Penerapan akuntansi berbasis akrual awalnya kita melihat dari Kota 
Semarang karena pada saat itu, kota Semarang yang mulai 
menggunakan akrual basis dalam penyusunan laporan keuangannya. 
Kemudian adanya PP No. 71 Tahun 2010 disitu kita juga harus 
menerapkan akuntansi berbasis akrual. Disni kita termotivasi untuk 
menerapkan basis akrual karena di kota Semarang itu sukses dalam 
penerapannya.” 
 
Hasil wawancara di atas bahwa dalam lingkup Sekretariat Daerah kabupaten 
Luwu sendiri, pengadopsian akuntansi berbasis akrual karena melihat adanya 
motivasi dari daerah lain yang sukses menerapkan akuntansi berbasis akrual dalam 
penyusunan laporan keuangannya dengan berpedoman pada peraturan pemerintah 
nomor 71 tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintah. Selain itu, adanya 
peraturan pemerintah yang telah dikeluarkan dan harus ditaati. Standar menjadi 
pedoman dalam penyusunan informasi pertanggungjawaban anggaran pemerintah 
melalui laporan keuangan yang disajikan. Menurut Darise (2008) standar akuntansi 
merupakan pedoman dan prinsip yang mengatur perlakuan akuntansi dalam 





transparan dan akuntabel sejalan dengan karakteristik kualitatif laporan keuangan 
yaitu: 
a. Relevan: laporan keuangan dianggap jika informasi yang disajikan 
didalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna. 
b. Keandalan: informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang 
menyesatkan dan kesalahan material. 
c. Dapat diperbandingkan informasi yang disajikan akan lebih berguna bila 
dapat diperbandingkan dengan laporan keuangan pada periode sebelumnya. 
d. Dapat Dipahami: informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat 
dipahmi peserta dan bentuk serta istilahnya disesuaikan dengan batas para 
pengguna.  
Laporan keuangan dalam suatu organisasi atau entitas merupakan suatu 
penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas. 
Laporan keuangan juga menunjukkan hasil pertanggungjawaban manajemen atas 
penggunaan sumber daya yang dipercayakan kepada mereka. Kebijakan akuntansi 
pemerintah secara umum sudah terangkum dalam suatu standar akuntansi 
pemerintah. Kebijakan akuntansi disini merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, 
konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu 
entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan dengan tujuan 
untuk mengatur penyusunan dan penyajian laporan keuangan sekretariat daerah untuk 
tujuan umum dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan terhadap 
anggaran dan antar periode. Manfaat yang dapat diperoleh dengan adanya Standar 





informasi keuangan yang terbuka, jujur, dan menyeluruh kepada stakeholders. Selain 
itu, dalam lingkup manajemen dapat memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan 
dan pengendalian atas aset, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah. 
Terdapat perbedaan dalam laporan penggunaan  basis kas dan basis akrual. 
Perbedaan antara Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 24 tahun 2005 yang terkait dengan komponen laporan keuangan 
sebagai berikut: 
Tabel 4.1 
Perbedaan Komponen Laporan Keuangan 
 
PP No 24 Tahun 2005 
(Basis Kas Menuju Akrual) 
PP No 71 Tahun 2010 
(Akrual Basis) 
• Neraca 
• Laporan Realisasi 
Anggaran (LRA) 
• Laporan Arus Kas 





• Laporan Realisasi Anggaran 
• Neraca 
• Laporan Operasional 
• Laporan Perubahan Ekuitas 
(LPE) 
• Laporan Arus Kas 
• Laporan Perubahan Saldo 
Anggaran Lebih (SAL) 






Perbedaan di atas menjadi pertimbangan instansi dalam menggunakan basis 
akrual. Sebagaimana dalam penelitian yang dilakukan oleh Deloitte (2004) dalam 
yang menyebutkan bahwa akuntansi pemerintah berbasis akrual secara signifikan 
memberikan kontribusi dalam meningkatkan pengambilan keputusan melalui 
informasi keuangan yang akurat dan transparansi. Salah satu upaya konkrit untuk 
mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara adalah 
penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah. Laporan tersebut 
harus memenuhi prinsip tepat waktu dan disusun dengan mengikuti standar akuntansi 
pemerintahan yang telah diterima secara umum (Nugraha, 2009). Oleh karena itu, 
laporan keuangan pemerintah yang merupakan hasil dari proses akuntansi yang 
berpedoman pada Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) diharapkan dapat digunakan 
sebagai alat komunikasi antara pemerintah dengan stakeholders sehingga tercipta 
pengelolaan keuangan negara yang transparan dan akuntabel. Hasil wawancara dari 
Kepala sub. Bagian Akuntansi menyatakan bahwa: 
“Laporan keuangan yang disusun dengan metode pencatatan basis 
akrual akan mempermudah para pemakai untuk untuk 
membandingkan antara pemakai sumber daya, nilai kinerja, posisi 
keuangan dan arus kas dari entitas pemerintah”. 
 
Lingkup Sekretariat Daerah kabupaten Luwu, entitas yang menyusun laporan 
terdiri dari dua jenis yaitu entitas entitas pelaporan dan entitas akuntansi. Entitas 
akuntansi adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) seluruh kabupaten 
Luwu yang mempunyai kewajiban menyusun laporan keuangan pada masing-masing 
Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sesuai dengan tanggung jawabnya. Laporan 





anggaran, neraca, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, dan catatan atas 
laporan keuangan yang untuk selanjutnya disampaikan kepada Pejabat Pengelola 
Keuangan Daerah (PPKD) untuk digabungkan menjadi laporan keuangan pemerintah 
daerah. Sedangkan untuk entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari 
satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-
undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan 
keuangan, dalam hal ini entitas pelaporan adalah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah 
(Dinas Pengelola Keuangan Daerah). Hasil wawancara dari Kepala sub Bagian 
Akuntansi menyatakan: 
“Laporan keuangan yang disusun dengan metode pencatatan basis 
akrual diantaranya ada Laporan keuangan yang terdiri dari Laporan 
Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih 
(SAL), Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, 
Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan”.  
 
Berdasarkan wawancara di atas, terdapat beberapa laporan keuangan yang 
harus disampaikan oleh pihak keuangan Sekretariat Daerah kabupaten Luwu. Hal 
tersebut sesuai dengan Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman 
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011. Hal ini didukung oleh 
penelitian Astutui (2017) yang menyatakan bahwa terdapat 7 (tujuh) komponen 
laporan keuangan yang harus dilaporkan diantaranya Laporan Realisasi Anggaran 
(LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL), Neraca, Laporan 
Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas 





a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) 
Laporan realisasi anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan 
pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh pemerintah daerah, 
yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam 
satu periode pelaporan. Unsur yang dicakup secara langsung oleh Laporan 





b. Laporan Perubahan Sisa Anggaran Lebih (LSAL)   
Laporan perubahan saldo anggaran lebih menyajikan informasi 
kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan 
dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Laporan ini menginformasikan 
penggunaan dari sisa lebih pembiayaan anggaran tahun sebelumnya (SILPA) 
atau sumber dana yang digunakan untuk menutup sisa kurang anggaran tahun 
lalu (SILKA), sehingga tersaji sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran tahun 
berjalan dengan pos-pos sebagai berikut:   
1) Saldo anggaran lebih awal 
2) Penggunaan saldo anggaran lebih 
3) Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran tahun berjalan 
4) Koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya 





c. Neraca   
Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan 
mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu. Unsur yang 
dicakup oleh neraca terdiri dari aset, kewajiban, dan ekuitas. Masing-masing 
unsur dapat dijelaskan sebagai berikut: 
1) Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh 
pemerintah sebagai akibat dari  peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat 
ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik 
oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan 
uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk 
penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang 
dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.  
2) Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang 
penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi 
pemerintah. 
3) Ekuitas dana adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih 
antara aset dan kewajiban pemerintah. 
d. Laporan Operasional (LO)   
Laporan Operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang 
menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah 
pusat/daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu 
periode pelaporan. Unsur yang dicakup secara langsung dalam Laporan 





1) Pendapatan Laporan Operasional adalah hak Sekretariat Daerah 
Kabupaten Luwu yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode 
pelaporan yang bersangkutan meskipun belum diterima aliran kasnya.  
2) Beban adalah kewajiban pemerintah yang diakui sebagai pengurang nilai 
kekayaan bersih.  
3) Transfer adalah hak penerimaan atau kewajiban pengeluaran uang 
dari/oleh suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, 
termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil. Pos Luar Biasa adalah 
pendapatan luar biasa atau beban luar biasa yang terjadi karen kejadian 
atau transaksi yang bukan merupakan operasi biasa,tidak diharapkan 
sering atau rutin terjadi, dan berada di luar kendali atau pengaruh entitas 
bersangkutan.  
e. Laporan Arus Kas   
Laporan Arus Kas menyajikan informasi kas sehubungan dengan 
aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris yang menggambarkan 
saldo awal, penerimaan, pengeluaran, dan saldo akhir kas pemerintah 
pusat/daerah selama periode tertentu. Unsur yang dicakup dalam Laporan 
Arus Kas terdiri dari penerimaan dan pengeluaran kas, yang masing-masing 
dapat dijelaskan sebagai berikut:  
1) Penerimaan kas adalah semua aliran kas yang masuk ke Bendahara Umum 
Negara/Daerah.  
2) Pengeluaran kas adalah semua aliran kas yang keluar dari Bendahara 





f. Laporan Perubahan Ekuitas  
Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau 
penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.  
g. Catatan Atas Laporan Keuangan   
Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan naratif atau 
rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan 
Perubahan SAL, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, 
dan Laporan Arus Kas. Catatan atas Laporan Keuangan juga mencakup 
informasi tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakan oleh entitas 
pelaporan dan informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan untuk 
diungkapkan di dalam Standar Akuntansi Pemerintahan serta ungkapan-
ungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan 
secara wajar. Catatan atas Laporan Keuangan mengungkapkan hal-hal sebagai 
berikut: 
1) Menyajikan informasi tentang kebijaka fisikal/keuangan, ekonomi makro, 
pencapaian target perda APBD, berikut kendala dan hambatan yang 
dihadapi dalam pencapaian target 
2) Menyajikan ikhtisar pencapain kinerja keuangan selama tahun pelaporan 
3) Menyajikan informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan 
kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas 
transaksi-transaksidan kejadian-kejadian penting lainnya 





Diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar 
Akuntansi Pemerintah yang berbasis akrual dapat dijadikan landasan dalam 
menyusun laporan keuangan dan pengambilan keputusan yang diharapkan dapat 
menjadi acuan, patokan serta standar yang harus diterapkan oleh pemerintah. Secara 
sederhana, penerapan akuntansi berbasis akrual ditujukan mengatasi ketidakcukupan 
basis kas untuk memberikan data yang lebih akurat (Rahmawati, 2016). 
2. Praktik Political Willingness dalam Penerapan Akuntansi Berbasis Akrual 
pada Sekretariat Daerah 
Political willingness diartikan sebagai niatan pimpinan untuk menentukan 
hal-hal yang dianggap perlu untuk kebaikan bersama dalam jangka panjang. Political 
willingness merupakan istilah dari kemauan politik yang berkaitan dengan tindakan 
politik. Political willingness yang berlaku dalam ranah akuntansi adalah 
pengadopsian akuntansi berbasis akrual yang diterapkan dipemerintahan. Dimana inti 
dari political willingness adalah adanya kemauan politik dari pemerintah atau 
pimpinan sebagai pengambil atau penentu sebuah kebijakan. 
Hasil wawancara dari Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Daerah 
menyatakan bahwa: 
 “Biasanya saya mendengar dengan kata political will. Menurut saya 
political will itu sebuah kebijakan atau tindakan untuk melakukan 
sebuah perubahan atau karena adanya perubahan dalam lingkup 
pemerintahan”. 
 
Hasil wawancara di atas mengatakan bahwa political willingness merupakan 





menentukan suatu kebijakan atau melakukan suatu tindakan. Dalam hal ini praktik 
political willingness bukan untuk mengeruk kepentingan material, akan tetapi yang 
dikehendaki adalah benar-benar merupakan niat dan tekat untuk menciptakan tatanan 
pemerintahan kearah yang terorganisir dan jauh dari unsur kecurangan. Pada mulanya 
akuntansi dipandang sebagai subjek non politik. Hal ini didukung oleh pernyataan 
Solomons (1978) yang menyatakan bahwa keterlibatan politik lebih banyak di bidang 
matematik atau astronomi, psikologi, survai tekhnologi komputer, atau statistik. 
Perkembangan selanjutnya, pada saat penetapan standar akuntansi dianggap 
mempengaruhi perilaku ekonomi. Dengan demikian akuntansi dapat mempengaruhi 
perilaku manusia dan proses yang disebut dengan proses politik (Solomons, 1978). 
Dalam Mardiyah (2002) Financial Accounting Foundation menyatakan proses 
penetapan standar akuntansi dapat digambarkan sebagai suatu demokrasi karena 
semua peraturan yang dibuat tergantung pada perizinan pembuat peraturan. Tetapi 
karena penetapan standar berkaitan dengan kepentingan sosial maka semua pendapat 
harus didengar (penyusunan standar bersifat menyeluruh dan tidak hanya yang 
bersifat specific group). Proses penyusunan standar sebagai proses politik karena ada 
upaya mendidik dalam memperoleh standar baru. Kemudian dalam penyusunan 
standar tersebut ada tanggungjawab FASB (Financial Accounting Standards Board) 
kepada setiap orang. 
Pertimbangan politik bisa mempengaruhi formulasi standar akuntansi dan 
mempengaruhi keputusan ekonomi individu dan akhirnya mempengaruhi tujuan 
ekonomi secara makro. Pada saat perencanaan ekonomi perlu standar akuntansi, 





Dampaknya standar laporan keuangan yang dibuat oleh akuntan bermanfaat dalam 
keputusan ekonomi. Hasil wawancara dengan Kepala Bagian Keuanagan 
menyatakan: 
“Political will dalam lingkup pemerintahan  bagus jika diterapkan, 
buktinya pimpinan mengambil sebuah keputusan karena adanya 
kebijakan”. 
 
Hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa political willingness berguna 
untuk pengambilan sebuah keputusan yang didasarkan dengan adanya sebuah 
kebijakan. Hal ini di dukung dalam Teori Implementasi Kebijakan Publik dimana 
pengertian implementasi kebijakan menurut Mater dan Horn (1975) adalah tindakan-
tindakan yang dilakukan baik oleh individu, pejabat, atau kelompok pemerintah atau 
swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam 
keputusan kebijaksanaan (Agustino, 2012). Hal senada juga dikemukakan oleh Daft 
(2003) dimana implementasi merupakan langkah awal dalam proses pengambilan 
keputusan yang melibatkan penggunaan kemampuan manajerial, administrasi, dan 
persuasif untuk menerjemahkan alternatif yang dipilih kedalam tindakan. Tindakan 
disini yaitu dalam penyusunan laporan keuangan, pemerintah kabupaten Luwu 
menerapkan akuntansi berbasis akrual sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 71 
tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintah berbasis akrual, maka penerapan 







3. Praktik Political Willingness Mewujudkan Akuntabilitas dan Transparansi 
dalam Pelaporan Keuangan 
Political willingness dalam penerapan akuntansi berbasis akrual dapat 
mewujudkan akuntabilitas dan transparansi pelaporan keuangan. Menurut 
Brinkerhoff (2010), ada beberapa indikator untuk mengukur political willingness 
pemerintah, yaitu inisiatif, prioritas, mobilisasi dukungan politik, penegakan hukum, 
dan keberlanjutan usaha. 
a. Inisiatif 
Inisiatif berarti adanya suatu tindakan yang berasal dari diri sendiri tanpa 
adanya paksaan dari pihak tertentu. Inisiatif dibutuhkan untuk melakukan sesuatu 
tindakan yang dianggap perlu demi kebaikan bersama. Hasil wawancara dari Kepala 
Bagian Keuangan Sekretariat Daerah menyatakan bahwa: 
“Kalau di lingkungan Sekretariat Daerah sendiri, pada awal 
pengenalan penyusunan laporan keuangan berbasis akrual memang 
pada prinsipnya ini merupakan hal yang baru dan dibutuhkan 
pengetahuan dan kemampuan dari pengelola keuangan untuk 
mengetahui lebih dalam lagi dalam artian seperti ini, mereka bukan 
hanya sekedar mengetahui pengelolaan keuanagn tetapi juga harus 
mengetahui terkait dengan pelaporan. Strategi-strategi yang dilakukan 
yaitu mengikut sertakan pegawai-pegawai pengelola keuangan 
mengikuti workshop atau pelatihan, bimbingan tekhnologi dari 
instansi sendiri maupun dari instansi dari luar terkait pemahaman 
tentang penyusunan laporan keuangan berbasis akrual”. 
 
Hasil wawancara di atas bahwa pengelolaan keuangan Sekretariat Daerah 
kabupaten Luwu sebelum menerapkan basis akrual, mereka terlebih dahulu 
membutuhkan pengenalan terkait dengan penyusunan laporan keuangan berbasis 





pengelolaan keuangan selain itu strategi-strategi yang dilakukan yaitu mengikut 
sertakan pegawai-pegawai pengelola keuangan mengikuti workshop atau pelatihan, 
bimbingan tekhnologi dari instansi sendiri maupun dari instansi dari luar terkait 
pemahaman tentang penyusunan laporan keuangan berbasis akrual. Hal diatas 
didukung dari hasil wawancara dari Kepala sub. Bagian akuntansi Sekretariat Daerah 
kabupaten Luwu yang mengatakan bahwa: 
 “Dalam penerapan basis akrual, pemerintah berinisiatif untuk 
memberikan pelatihan-pelatihan kepada pegawai-pegawai khususnya 
bagian keuangan atau pengelola keuangan untuk mengikuti pelatihan 
tentang penerapan akuntansi berbasis akrual agar terciptanya SDM 
yang handal serta mampu mengoperasikan sistem berbasis akrual”. 
 
 
Hasil wawancara tersebut mengemukakan bahwa dengan adanya pelatihan-
pelatihan yang diberikan kepada pegawai pengelola keuangan terkait dengan 
penerapan akuntansi berbasis akrual, mampu menciptakan sumber daya manusia 
yang handal serta mampu mengoperasikan sistem berbasis akrual. Menurut Rowley 
dan Jackson (2012), pelatihan adalah sebuah konsep managemen sumber daya 
manusia yang melibatkan aktivitas-aktivitas pemberian instruksi khusus yang 
direncanakan atau pelatihan keahlian. Pelatihan merupakan kegiatan yang perlu 
dilaksanakan oleh suatu organisasi untuk meningkatkan keterampilan dan 
pengetahuan pegawai. 
b. Prioritas  
Inisiatif saja tidak cukup perlu di barengi dengan implementasi inisiatif 
tersebut dengan baik. Jika sudah ada inisiatif maka perlu adanya tindakan lanjut 





diinginkan, misalnya dengan menjadikan inisiatif tersebut sebagai prioritas utama, 
agar dari segi waktu dapat dilaksanakan dengan efesien dan dari segi ketepatan dapat 
terlaksana dengan akurat. Hasil wawancara dari Kepala Keuangan yang menyatakan 
bahwa: 
“Prioritas kami disini adalah agar pegawai pengelola keuangan 
diharapkan mampu memahami dan mengerti terkait dengan 
penyusunan laporan keuangan berbasis akrual agar mampu 
memberikan informasi laporan yang akurat, transparan dan akuntabel 
sehingga terciptanya kualitas laporan keuangan yang lebih baik, 
efektif dan efesien”. 
 
Dalam wawancara di atas bahwa pihak Sekretariat Daerah pada bagian 
keuangan kabupaten Luwu lebih memprioritaskan pegawainya agar mampu 
memahami dan mengerti terkait dengan penyusunan laporan keuangan berbasis 
akrual.  
c. Mobilisasi dukungan politik 
Ada tidaknya keinginan politik juga bergantung pada kemauan dan 
kemampuan untuk menggalang dukungan bagi suatu program atau kebijakan. 
Program yang dijalankan harus mendapat dukungan dari kekuatan politik lain. Jika 
tidak ada dukungan, riwayat pemerintah akan singkat karena telah digantiakan 
pemerintah baru. Artinya semua pihak dilingkungan eksekutif maupun legislatif 
harus turut mendukung program atau suatu kebijakan. Hasil wawancara dari Kepala 
Bagian Keuangan Sekretariat Daerah menyatakan bahwa: 
“Tentu kami ada program. Dalam penyusunan laporan keuangan 
Sekretariat Daerah ini sudah menggunakan sistem yang dinamakan 
SIMDA (Sistem Informasi dan Managemen Keuangan Daerah) yang 
dibuat oleh BPKP (Badan Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan) dan 





Sebelum menggunakan SIMDA, aplikasi yang digunakan dinamakan 




Berdasarkan hasil wawancara dari Kepala Bagian Keuangan Sekretariat 
Daerah kabupaten Luwu, bahwa terdapat program yang dilaksanakan yaitu program 
penggunaan SIMDA (Sistem Informasi dan Managemen Keuangan Daerah) yang 
dibuat oleh BPKP (Badan Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan) dan kemudian 
diberikan secara gratis aplikasinya ke instansi-instansi. Sebelum menggunakan 
SIMDA, aplikasi yang digunakan dinamakan SIMAKDA dan fitur-fitur yang ada 
didalamnya, masih berbasis kas toward akrual. Untuk mendukung penerapan 
akuntansi berbasis akrual, maka harus didukung juga oleh pimpinan itu sendiri salah 
satunya yaitu dengan memberikan pelatihan-pelatiahan dalam penggunaan program 
yang sudah tersistem pada akuntansi berbasis akrual. Hal ini didukung dalam teori 
implementasi kebijakan publik dimana implementasi kebijakan Edward III (1980) 
menyebutkan bahwa salah satu sumber daya yang diperlukan dalam implementasi 
kebijakan adalah fasilitas pendukung (Agustino, 2012). Salah satu fasilitas 
pendukung yang diperlukan adalah penggunaan tekhnologi informasi baik hardware 
maupun software. Kompleksitas yang dihadapi dalam penerapan akuntansi berbasis 
akrual, memerlukan sistem akuntansi dan IT based system  yang lebih rumit 
(Simanjuntak, 2010). 
Aplikasi SIMDA sebagai sistem akuntansi keuangan (software) yang 
digunakan dalam penyusunan laporan keuangan berbasis akrual tentu saja menjadi 





aplikasi SIMDA akan menjadi maksimal apabila para operator memiliki pemahaman 
tentang akuntansi dasar secara memadai. Pada saat pemahaman di bidang akuntansi 
dasar telah memadai, para operator aplikasi akan lebih mudah memahami akuntansi 
pemerintah akrual dan mengoperasikan aplikasi tersebut (Arianty, 2014). Namun jika 
para operator mengalami kesulitan dalam pengoperasian aplikasi tersebut, maka akan 
memberi dampak yang kurang baik dalam penerapan akuntansi berbasis akrual pada 
sektor pemerintahan. Sehingga untuk mencegah hal tersebut dibutuhkan dukungan 
dari pimpinan atau pemerintah itu sendiri untuk melakukan sebuah tindakan yang 
dapat meningkatkan penerapan akuntansi berbasis akrual berupa pelatihan dan 
sebagainya yang dapat meningkatkan penerapan akuntansi berbasis akrual. Hal 
senada juga dikemukakan oleh penelitian Kusuma (2013) dan Ichsan (2013) yang 
menyatakan bahwa pelatihan terkait akuntansi berbasis akrual memberikan dampak  
dan pengaruh terhadap tingkat penerapan akuntansi berbasis akrual. Hal tersebut di 
atas menunjukkan bahwa pelatihan akuntansi yang dilaksanakan dalam rangka 
meningkatkan pemahaman para operator aplikasi SIMDA merupakan langkah yang 
tepat dalam penerapan akuntansi berbasis akrual. 
Pada program yang dibuat terdapat dukungan dari pimpinana secara langsung. 
Dimana dukungan dari pimpinan itu sendiri berupa sebuah pelatihan terkait dengan 
penerapan akuntansi berbasis akrual. Hasil wawancara dari Kepala Bagian Keuangan 
Sekretariat Daerah menyatakan bahwa: 
“Dari pimpinan sendiri, tentu ada dukungan yang diberikan dan mau 
tidak mau harus mendukung karena penerapannya wajib. Salah 
satunya melalui pelatihan-pelatihan seluruh pengelola-pengelola 






Keberhasilan implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis 
akrual sangat ditentukan oleh besarnya dukungan dan komitmen dari seluruh pihak, 
mulai dari penyusun sampai dengan pelaksanaan kebijakan.  
d. Penegakan hukum  
Penegakan hukum berupa sanksi yang tegas dan adil juga menjadi penentu 
akan komitmen pemerintah. Jika hukum yang tegas dan adil tidak di tegakkan maka 
ini merupakan indikasi dari komitmen setengah hati pemerintah. Hal ini dikarenakan 
jika hukuman yang diberikan pada pelanggar relatif ringan maka tidak akan 
menimbulkan efek jera sehingga akan dengan mudah muncul pelanggaran dengan 
kasus yang macam-macam. Wawancara dari Kepala Bagian Keuangan Sekretariat 
Daerah menyatakan bahwa: 
“Ya, dalam penyusunan laporan keuangan kita ada landasan hukum 
yang diikuti. Seperti UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara, UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, UU 
No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Pengelolaan dan 
Tanggung Jawab Keuangan Negara, UU No. 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah, UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, PP No. 24 Tahun 
2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah yang kemudian direvisi 
menjadi PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi 
Pemerintah, PP No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan 
Daerah, PP No. 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, 
PP No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja 
Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, hingga juga 
dikeluarkan Peraturan Bupati Luwu No. 68 Tahun 2014 tentang 
Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Luwu”. 
 
Berdasarkan wasil wawancara di atas bahwa sekretariat daerah kabupaten luwu 
terdapat aturan yang menjadi acuan para penyususn laporan keuangan  yang terletak 





tentang Perbendaharaan Negara, UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan 
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, UU No. 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah, UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan 
Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, PP No. 24 Tahun 2005 tentang Standar 
Akuntansi Pemerintah yang kemudian direvisi menjadi PP No. 71 Tahun 2010 
tentang Standar Akuntansi Pemerintah, PP No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 
Keuangan Daerah, PP No. 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, PP 
No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, 
Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 
Keuangan Daerah, hingga juga dikeluarkan Peraturan Bupati Luwu No. 68 Tahun 
2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Luwu. Sehingga para 
penyusun akan senantiasa berhati-hati dalam menyusun laporan keuangan kerena jika 
terjadi kesalahan dalam memberikan informasi mengenai laporan keuangan maka 
akan ada konsekuensi dari pemerintahan itu sendiri. 
Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) merupakan salah satu 
keinginan pemerintah dalam memenuhi akuntabilitas dan transparansi akan 
pengelolaan keuangan. Melalui akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan 
keuangan dihasilkan informasi yang lebih komprehensif (lengkap) bagi seluruh 
pengguna (stakeholder) (Steward, 1984 dalam Harun, 2009). Dengan penerapan 
akuntansi pemerintah berbasis akrual juga dapat menilai kinerja keuangan pemerintah 
daerah sesuai dengan prinsip ekonomis, efisien dan efektif, adanya responsibilitas 





hasil audit oleh Inspektorat maupun BPK (Badan Pengelolah Keuangan), sehingga 
menjadi lebih dipercaya.  
e. Keberlanjutan usaha 
Keberlanjutan usaha dalam hal ini merupakan keberlangsungan aktivitas dari 
suatu organisasi. Usaha yang dilakukan pihak Sekretariat Daerah kabupaten Luwu 
tidak hanya sebatas menerapkan akuntansi berbasis akrual saja melainkan bagaimana 
penerapan akuntansi berbasis akrual tersebut memiliki kontribusi bagi pihak yang 
berkepentingan. Hasil wawancara dari Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Daerah 
Kabupaten Luwu menyatakan bahwa: 
“Kelebihannya karena sudah tersistem jadi lebih mudah dalam 
penyusunannya, lebih praktis, lebih terukur, lebih akuntabel, lebih 
tansparan. Kita juga dapat melihat laporan keuangan yang akurat, 
terkait dengan pembelanjaan, pengeluaran, hutang, piutang, 
penyusutan yang sering kali tidak tercatat di dalam neraca, dan itu 
semua terekam dalam suatu pelaporan keuanagan dan itu juga sebagai 
pengendalian intern. Jadi, pada prinsipnya dengan adanya sistem 
akuntansi berbasis akrual ini ada banyaklah hal positifnya yang bisa 
diperoleh dari suatu organisasi”. 
 
 
Berdasarkan wawancara tersebut, dengan adanya penerapan akuntansi 
berbasis akrual merupakan salah satu bentuk usaha pemerintah sebagai sarana 
informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam menilai akuntabilitas, 
transparansi, dan sebagai pengambilan keputusan ekonomi, serta menilai kondisi 
keuangan mengevaluasi efektivitas dan efisiensi Sekretariat Daerah dan membantu 






Melihat kelebihan dari penerapan akuntansi berbasis akrual pada Sekretariat 
Daerah Kabupaten Luwu, hasil wawancara dari Kepala Bagian Keuangan Sekretariat 
Daerah Kabupaten Luwu menyatakan bahwa: 
“Setelah diterapkan akuntansi berbasis akrual, telah mendapatkan 
Opini Wajar Tanpa Pengecualian dari BPK. Ini sudah dua tahun 
mendapatkan WTP. Kita WTP terus. Semoga untuk tahun ini kita bisa 
mendapatkan WTP lagi. Sebelumnya tidak pernah WTP pada saat 
berbasis kas”.  
 
Berdasarkan wawancara di atas, setelah penerapan akuntansi berbasis akrual, 
Laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu yang dikonsolidasikan 
tersebut mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian dari pihak Badan Pemeriksa 
Keuangan (BPK). Pendapat wajar tanpa pengecualian dapat diberikan auditor apabila 
audit telah dilaksanakan dan diselesaikan sesuai dengan standar auditing, penyajian 
laporan keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berterima umum dan tidak 
terdapat kondisi atau keadaan tertentu yang memerlukan bahasa penjelasan (Halim, 
2015). Dalam SA 411 par 04 dikatakan bahwa laporan keuangan yang wajar 
dihasilkan setelah melalui pertimbangan apakah: 
1) Prinsip akuntansi yang dipilih dan diterapkan telah berlaku umum 
2) Prinsip akuntansi yang dipilih tepat untuk keadaan yang bersangkutan 
3) Laporan keuangan beserta catatannya memberikan informasi cukup yang 
dapat mempengaruhi penggunaan, pemahaman, dan penafsiran 
4) Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan diklarifikasikan dan 






5) Laporan keuangna mencerminkan peristiwa dan transaksi yang mendasarinya 
dalam suatu cara yang menyajikan posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas 
dalam batasan-batasan yang dapat diterima, yaitu batas-batas yang layak dan 
praktis untuk dicapai dalam laporan keuangan. 
Praktik political willingness sebagai penentu sebuah kebijakan dalam 
penerapan standar akuntansi pemerintahan merupakan salah satu keinginan 
pemerintah dalam memenuhi akuntabilitas dan transparansi pegelolaan keuangan. 
Melalui akuntabilitas pengelolaan keuangan dihasilkan informasi yang lebih 
komprehensif (lengkap) bagi seluruh pengguna (stakeholder) (Steward, 1984 dalam 
Harun, 2009). Akuntabilitas keuangan merupakan pertanggungjawaban mengenai 
integritas keuangan, pengungkapan dan ketaatan pengelolaan keuangan terhadap 
perundang-undangan dan/atau peraturan pemerintah yang berlaku. Sasaran dari 
pertanggungjawaban adalah laporan keuangan dan pelaksanaan peraturan perundang-
undangan dan/atau peraturan pemerintah yang berlaku mencakup penerimaan dan 
pengeluaran uang oleh instansi pemerintah.  
Kaitan akuntabilitas dengan pelaporan yakni pemberian informasi keuangan 
kepada stakeholder sehingga memungkinkan bagi mereka untuk menilai 
pertanggungjawaban pemerintah atas semua aktivitas yang dilakukan, bukan hanya 
aktifvitas keuangan, dan dapat membuat keputusan ekonomi, sosial, dan politik 
(Hadi, 2008 dalam Tarigan, 2013). Informasi laporan keuangan dapat digunakan 
untuk memprediksi besarnya sumber daya yang dibutuhkan dalam operasional 
organisasi secara berkelanjutan (prediktif) serta mengetahui risiko dan ketidakpastian 





Asas transparansi adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat 
untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang 
penyelenggaraan negara/daerah dengan tetap memperhatikan kerahasiaan negara. 
Menurut Harun (2009), penerapan basis akrual dipercaya sebagai suatu teknologi 
informasi yang superior untuk menciptakan transparansi yang lebih besar atas 
aktivitas sektor publik yang pada akhirnya bertujuan meningkatkan akuntabilitas 
pemerintahan serta memperbaiki kualitas pengambilan keputusan dalam lingkungan 
pemerintahan. 
Melihat pengukuran kinerja organisasi pemerintah berdasarkan pada aktivitas-
aktivitas organisasi yang telah dilakukan dalam penerapan akuntansi berbasis akrual 
akan berdampak baik pada kinerja pemerintahan ketika didalamnya ada praktik 
political willingness yang mempunyai dampak positif dan peran dalam penyusunan 
dan pelaporan keuangan dan merupakan konsep terpenting dalam penerapan 















Berdasarkan hasil penelitian yang ditemukan oleh peneliti maka dapat di 
simpulkan bahwa pihak Sekretariat Daerah pada Bagian Keuangan kabupaten Luwu 
telah menerapkan akuntansi berbasis akrual sesuai dengan Peraturan Pemerintah 
Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Dengan adanya 
praktik political willingness dalam penerapan akuntansi berbasis akrual, political 
willingness yang berlaku dalam ranah akuntansi adalah pengadopsian akuntansi 
berbasis akrual yang diterapkan di pemerintahan. Dimana inti dari political 
willingness adalah adanya kemauan politik dari pemerintah atau pimpinan sebagai 
pengambilan dan penentu sebuah kebijakan. 
1. Pertimbangan politik bisa mempengaruhi formulasi standar akuntansi dan 
mempengaruhi keputusan ekonomi individu dan akhirnya mempengaruhi tujuan 
ekonomi secara makro. Pada saat perencanaan ekonomi perlu standar akuntansi, 
sehingga muncul kesadaran perlunya akuntan untuk bekerja sama dengan 
pemerintah. Dampaknya standar laporan keuangan yang dibuat oleh akuntan 
bermanfaat dalam keputusan ekonomi.  
2. Praktik political willingness dalam penerapan akuntansi berbasis akrual, memiliki 
beberapa indikator untuk mengukur pencapaian political willingness diantaranya 
inisiatif dimana pemerintah berinisiatif untuk mengadakan pelatihan-pelatihan 
yang diberikan kepada pegawai pengelola keuangan terkait dengan penerapan 





handal serta mampu mengoperasikan sistem berbasis akrual. Prioritas dimana 
pihak Sekretariat Daerah pada bagian keuangan kabupaten Luwu lebih 
memproritaskan pegawainya agar mampu memahami dan mengerti terkait dengan 
penyusunan laporan keuangan berbasis akrual. Mobilisasi dukungan politik 
dimana keberhasilan implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) 
berbasis akrual sangat ditentukan oleh besarnya dukungan dan komitmen dari 
seluruh pihak, mulai dari penyusun sampai dengan pelaksanaan kebijakan. 
Penegak hukum, berupa sanksi yang tegas dan adil juga menjadi penentu akan 
komitmen pemerintah. Keberlanjutan usaha dimana keberlanjutan usaha dalam 
hal ini merupakan keberlangsungan aktivitas dari suatu organisasi. Usaha yang 
dilakukan pihak Sekretariat Daerah kabupaten Luwu tidak hanya sebatas 
menerapkan akuntansi berbasis akrual saja melainkan bagaimana penerapan 
akuntansi berbasis akrual tersebut memiliki kontribusi bagi pihak yang 
berkepentingan. Adanya penerapan akuntansi berbasis akrual merupakan salah 
satu bentuk usaha pemerintah sebagai sarana informasi yang bermanfaat bagi para 
pengguna laporan keuangan. Hal tersebut merupakan konsep terpenting dalam 
penerapan akuntansi berbasis karena merupakan salah satu keinginan pemerintah 
dalam memenuhi akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan sehingga 
tercapainya kualitas laporan keuangan sebagai dasar pengambilan keputusan 
ekonomi. 
B. Keterbatasan Penelitian 
Penelitian ini hanya terbatas dilakukan pada kantor Sekretariat Daerah 





willingness dalam penerapan akuntansi berbasis akrual pada Sekretariat Daerah 
Kabupaten Luwu saja.  
C. Implikasi Penelitian 
Berdasrakan analisis dan pembahasaan yang telah dilakukan adapun implikasi 
penelitian yang diajukan oleh peneliti berupa saran-saran atas keterbatasan yang ada 
untuk perbaikan pada masa mendatang  diantaranya: 
1. Bagi pengelola keuangan Sekretariat Daerah kabupaten Luwu, diharapkan selalu 
berupaya dalam meningkatkan kinerja pengawai pemerintah daerah dengan 
melakukan peningkatan efektifitas pengendalian dan keterbukaan informasi 
laporan keuangan kepada masyarakat. 
2. Bagi perguruan tinggi lebih mengembangkan keilmuan dalam pemateri dan skill 
atau mengadakan seminar yang berhubungan dengan political willingness dalam 
penerapan akuntansi berbasis akrual. 
3. Bagi pegawai Sekretariat Daerah Kabupaten Luwu, diharapkan agar selalu 
meningkatkan kinerja keuangan dalam basis akrual yang diberikan dan penuh 
pertanggungjawaban terhadap masyarakat dan tetap melakukan pelatihan-
pelatihan terkait dengan penerapan akuntansi berbasis akrual. 
4. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan melaksanakan penelitian dengan informan 
yang lebih banyak terkait judul agar penelitian dapat digunakan secara universal 
dan objek penelitian tidak hanya pada kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Luwu 
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Daftar pertanyaan penelitian skripsi “Praktik Political Willingness dalam 
Penerapan Akuntansi Berbasis Akrual pada Sektor Publik”, (Studi pada Sekretariat 
Daerah Kabupaten Luwu). 
Narasumber: Kepala Keuangan, Bendahara Umum, dan Kepala Sub Bagian 
Akuntansi Sekretariat Daerah Kabupaten Luwu. 
1. Yang ingin saya tanyakan pertama, apakah bapak mengetahui maksud dari 
penerapan akuntansi berbasis akrual? 
Jawab: Ya. Jika dulu kita hanya mengenal basis kas yang hanya mencatat terkait 
dengan pengolahan atau yang berkaitan dengan transaksi yang terjadi pada saat 
terjadinya dan langsung dicatat atau diakui pada saat kas diterima atau diperoleh. 
Namun, dengan basis akrual, selain mencatat pengeluaran dan penerimaan kas, 
kita juga mencatat hutang atau piutang dari suatu oganisasi atau instansi. Oleh 
karena itu, akuntansi berbasis akrual memberikan gambaran yang akurat dan 
terperinci atas kondisi keuangan yang ada disuatu organisasi/instansi. 
2. Mengingat telah dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 
tentang Standar Akuntansi Pemerintah yaitu mengenai penerapan akuntansi 
berbasis akrual, apakah pada laporan keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten 
Luwu telah menerapkan akuntansi berbasis akrual? 
Jawab: Ya, penyusunan laporan keuangan pada Sekretariat Daerah Kabupaten 





3. Apakah laporan keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Luwu telah menerapkan 
full akuntansi berbasis akrual? 
Jawab: Ya. Laporan keuangan Sekretariat Daerah telah menerapkan full 
akuntansi berbasis akrual. Dan efektif dilakukan sejak tahun 2015 sudah full 
akrual.  
4. Bagaimana pendapat bapak/ibu mengenai penerapan akuntansi berbasis akrual? 
Jawab: Penerapan akuntansi berbasis akrual itu sudah bagus karena terutama 
dalam biaya pengeluaran-pengeluaran lebih terukur, terperinci, lebih jelas, 
belanja-belanja juga terperinci, utang-utang semua lebih jelas, transparan, 
sehingga penyelewengan, penyimpangan, dalam artian kita tidak bisa berbohong 
dalam pelaporannya karena sudah ada sistem sehingga semua belanja, 
pengeluaran, pemasukan dapat terlihat dengan jelas dan transparan. Berbeda 
dengan basis kas yang kurang terperinci dalam pelaporannya. 
5. Bagaimana metode pencatatan akuntansi berbasis akrual? 
Jawab: Laporan keuangan yang disusun dengan metode pencatatan basis akrual 
akan mempermudah para pemakai untuk untuk membandingkan antara pemakai 
sumber daya, nilai kinerja, posisi keuangan dan arus kas dari entitas pemerintah. 
6. Laporan apa saja yang dimuat dalam metode pencatatan basis akrual? 
Jawab: Laporan keuangan yang disusun dengan metode pencatatan basis akrual 
diantaranya ada Laporan keuangan yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran 
(LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL), Neraca, Laporan 






7. Yang kita ketahui bersama bahwa pada Sekretariat Daerah Kabupaten Luwu 
merupakan satuan kerja atau organisasi perangkat daerah dan tentunya dalam hal 
penyusunan laporan keuangan pasti mengikuti aturan-aturan yang diatur oleh 
Dirjen Perbendaharaan. Seperti apa aturan-aturan atau landasan hukum  dalam hal 
penyusunan laporan keuangan dan apakah pada kantor ini sudah mengikuti 
aturan-aturan atau landasan hukum tentang penyusunan laporan keuangan 
tersebut?  
Jawab: Ya, dalam penyusunan laporan keuangan kita ada landasan hukum yang 
diikuti. Seperti UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU No. 1 
Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, UU No. 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan dan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, UU No. 
32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, UU No. 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, PP No. 24 Tahun 
2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah yang kemudian direvisi menjadi PP 
No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, PP No. 58 Tahun 
2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, PP No. 6 Tahun 2006 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah, PP No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan 
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 
13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, hingga juga 
dikeluarkan Peraturan Bupati Luwu No. 68 Tahun 2014 tentang Kebijakan 
Akuntansi Pemerintah Kabupaten Luwu. 
8. Dalam menerapkan standar akuntansi pemerintahan yang berbasis akrual ada 





Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP) dan apakah strategi-strategi tersebut 
sudah berjalan dengan baik dilingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Luwu? 
Jawab: Kalau di lingkungan Sekretariat Daerah sendiri, pada awal pengenalan 
penyusunan laporan keuangan berbasis akrual memang pada prinsipnya ini 
merupakan hal yang baru dan dibutuhkan pengetahuan dan kemampuan dari 
pengolah keuangan untuk mengetahui lebih dalam lagi, dalam artian bukan hanya 
sekedar mengetahui pengelolaan keuangan tetapi juga harus mengetahui terkait 
dengan pelaporan. Strategi-strategi yang dilakukan yaitu mengikut sertakan 
pegawai mengikuti workshop atau pelatihan, bimbingan teknologi dari instansi 
sendiri maupun instansi dari luar terkait pemahaman tentang penyusunan laporan 
keuanagan berbasis akrual.  
9. Menurut bapak kelebihan dari penerapan akuntansi berbasis akrual di dalam hal 
laporan keuangan seperti apa? 
Jawab: Kelebihannya karena sudah tersistem jadi lebih mudah dalam 
penyusunannya, lebih praktis, lebih terukur, lebih akuntabel, lebih tansparan. Kita 
juga dapat melihat laporan keuangan yang akurat, terkait dengan pembelanjaan, 
pengeluaran, hutang, piutang, penyusutan yang sering kali tidak tercatat di dalam 
neraca, dan itu semua terekam dalam suatu pelaporan keuanagan dan itu juga 
sebagai pengendalian intern. Jadi, pada prinsipnya dengan adanya sistem 
akuntansi berbasis akrual ini ada banyaklah hal positifnya yang bisa diperoleh 





10. Jika basis akrual ini ada hal positifnya pasti ada hal negatifnya juga. Mungkin 
dalam penerapan akuntansi berbasis akrual ada kendala-kendala atau masalah-
masalah? 
Jawab: Kalau berbicara kendala-kendala mungkin seperti kurangnya sumber 
daya yang mengetahui atau menguasai secara penuh atau secara keseluruhan 
bagaimana teknik penyusunan laporan keuangan berbasis akrual karena pada 
Sekretariat Daerah sendiri hal ini masih baru dan seperti yang sudah saya 
katakana diawal bahwa efektif diberlakukan full akrual basis pada tahun 2015. 
Jadi kendala utama mungkin pada sumber daya manusia dimana kurangnya 
pemahaman/belum menguasai secara keseluruhan mengenai penyusunan basis 
akrual dan mungkin agak ribetlah karena lebih banyak penjabarannya disbanding 
dengan basis kas. 
11. Untuk menghasilkan laporan keuangan yang baik, apakah pada Sekretariat 
Daerah Kabupaten Luwu telah membuat semua transaksi yang berkaitan dengan 
laporan keuangan secara manual atau sudah menggunakan aplikasi yang sudah 
tersistem? Contoh transaksinya seperti apa? 
Jawab: Dalam penyusunan laporan keuangan Sekretariat Daerah ini sudah 
menggunakan sistem yang dinamakan SIMDA (Sistem Informasi dan 
Managemen Keuangan Daerah) yang dibuat oleh BPKP (Badan Pengelolaan 
Keuangan dan Pembangunan) dan kemudian diberikan secara gratis aplikasinya 
ke instansi-instansi. Sebelum menggunakan SIMDA, aplikasi yang digunakan 






12. Bagaimana dari pimpinan sendiri apakah ada dukungan atau strategi atau 
komitmen pimpinan mengenai penerapan akuntansi berbasis akrual? 
Jawab: Dari pimpinan sendiri, tentu ada dukungan yang diberikan dan mau tidak 
mau harus mendukung karena penerapannya wajib. Salah satunya melalui 
pelatihan-pelatihan seluruh pengelola-pengelola keuangan SKPD (Satuan Kerja 
Perangkat Daerah). 
13. Apakah bapak mengetahui maksud dari praktik political willingness? 
Jawab: Biasanya saya mendengar dengan kata political will. Menurut saya 
political will itu sebuah kebijakan atau tindakan untuk melakukan sebuah 
perubahan atau karena adanya perubahan dalam lingkup pemerintahan. 
14. Bagaimana pendapat bapak mengenai penerapan akuntansi berbasis akrual? 
Jawab: Penerapan akuntansi berbasis akrual sudah bagus tapi sebenarnya saya 
lebih suka kalau pakai kas dibandingkan akrual karena lebih simple penerapannya 
dibandingkan akrual. Akrual lebih rumit ki. 
15. Bagaiman menurut bapak mengenai praktik political willingness? 
Jawab: Political will dalam lingkup pemerintahan bagus jika diterapkan, buktinya 
pimpinan mengambil sebuah keputusan karena adanya kebijakan. 
16. Apakah ada inisiatif dari pimpinan terkait dengan penerapan akuntansi berbasis 
akrual? 
Jawab: Dalam penerapan basis akrual, pemerintah berinisiatif untuk memberikan 
pelatihan-pelatihan kepada pegawai-pegawai khususnya bagian keuangan atau 





berbasis akrual agar terciptanya SDM yang handal serta mampu mengoperasikan 
sistem berbasis akrual. 
17. Apa yang menjadi prioritas bapak dalam penerapan akuntansi berbasis akrual? 
Jawab: Prioritas kami disini adalah agar pegawai pengelola keuangan diharapkan 
mampu memahami dan mengerti terkait dengan penyusunan laporan keuangan 
berbasis akrual agar mampu memberikan informasi laporan yang akurat, 
transparan dan akuntabel sehingga terciptanya kualitas laporan keuangan yang 
lebih baik, efektif dan efesien. 
18. Kalau boleh tahu bagaimana penilaian BPK setelah penerapan akuntansi berbasis 
akrual? 
Jawab: Setelah diterapkan akuntansi berbasis akrual, telah mendapatkan Opini 
Wajar Tanpa Pengecualian dari BPK. Ini sudah dua tahun mendapatkan WTP. 
Kita WTP terus. Semoga untuk tahun ini kita bisa mendapatkan WTP lagi. 
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